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BERITA ACARA EVAEUASI PEKERJAAN

NOMOR :  PL.102/61/3/PIP.SMG-2022

TANGGAL :  28 Maret 2022

PEKERJAAN Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU
TAHUN ANGGARAN :  2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua
(28-03-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang
dan Jasa untuk pekeijaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan
Barang dan Jasa PIP Semarang, telah mengadakan rapat Evaluasi Pekeijaan terhadap
Penyedia Barang/Jasa untuk pekeijaan tersebut diatas.
Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
Hadir dalam rapat
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :

1. Markhaban Sapta Hadi, ST
PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN

ALAMAT

PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

Jl. Jenderal Sudirman 69 RT

NPWP

. 030 RW. 006

Terban Gondokusuman Yogyakarta
31.577.871.2-541.000

NO URAIAN

KELENGKAPAN

(+)
KETERANGAN

Sesuai
Tdk

Sesuai

Kualitas Barang/Jasa: + Sesuai Spesifikasi Teknis
2 Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan
+

Sesuai Surat Perintah Kerja
(SPK)

3 Dokumen Tagihan

+

Sesuai Peraturan Presiden

No. 12 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan

Presiden No. 16 Tahun

2018

HASIL AKHIR SESUAI

Demikian Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Pengadaan Paket Meeting Review dan
Evaluasi Tarif BLU ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

Markhaban Sapia Hadi. ST
PPK Badan Layanan umum
NIP; 19840327 201012 1 003
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SURAT PERINTAH MIILAI KERJA (SPMK)
Nomor; PL. 102 / 56 / 14 / PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan : Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU Politeknik Ilmu
Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARKHABAN SAPTA HADI, ST
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLU
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;
berdasarkan SPK nomor PL. 102/56/13/P1P.SMG-2022 Tanggal 21 Maret 2022, bersama ini
memerintahkan;

Nama Penyedia : PT. MATRATAMA GRAHA MULIA
Alamat : JI. Jenderal Sudirman 69 RT 030 RW 006 Terban Gondokusuman

Yogyakarta
yang dalam hal ini diwakili oleh NUNGRUDIN SUKMAWATI
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekeijaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

L  Paket pengadaan: Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU Politeknik
Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022;

2. Tanaaal mulai keria: 21 Maret 2022;
3- Syarat-svarat pekeriaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4- Waktu penvelesaian: selama 8 (delapan) hari kalender dan pekeijaan harus sudah setesai

pada tanggal 28 Maret 2022;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekeijaan

Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar I/1000 (satu permil) dari nilai
SPK sesuai ketentuan dalam SPK.

Semarang, 21 Maret 2022
Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Pejabat Pembu^ Komitmen

Markhaban Sa adi. ST

PPK Badan Layanan Umum
NIP: 19840327 201012 1 003

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

m£i
General Manager
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SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 /56 / 13 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 21 Maret 2022

Nama PPK MARKHABAN SAPTA HADI, ST

Nama Penyedia PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

PAKET PENGADAAN:

PAKET MEETING

REVIEW DAN EVALUASI

TARIF BLU

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL. 102 / 53 / 6 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 16 Maret 2022

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL.102 / 55 / 7 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 18 Maret 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran
kegiatan: 022.12.WA.4627.EBD.953.051.J.525115

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 8 (delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 21-
28 Maret 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 82.356.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus
delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO URAIAN fUMLAH WAKTU

HARGA

HARGASATUAN lUMLAH

1 21-24 Maret 2022 3 pax 3 malam 900.000 8.100.000

2 21-24 Maret 2022 24 pax 3 malam 734.000 52.848.000

3 21-23 Maret 2022 1 pax 2 malam 900.000 1.800.000

4 21-23 Maret 2022 6
pax

2
malam

734.000 8.808.000

5 21-23 Maret 2022 18
pax

2
malam

300.000 10.800.000

lUMLAH 82.356.000

Terbilang: Delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah



SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL. 102 /56 / 13 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 21 Maret 2022

Cara Pembayaran : 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %;
2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan

pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan dan Prestasi Pekeijaan dan Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan;

3. Pembayaran dilakukan melalui PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang UGM a/n PT. MATRATAMA GRAHA MULIA dengan
Nomor Rekening : 6878899888

4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka
Pihak penyedia dikenakan denda sebesar l%o ( satu per seribu) dari harga
kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam
memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun
volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen BLU

MARKHABAN SAPTA HADI. ST

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

JT L' E

' - 1 \ I. A i; "1 A

NUNGRUDIN SUKMAWATI

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19840327 201012 1 003

General Manager ̂ .



SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN -

a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau
volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekeijaan dalam
jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga
yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSIMANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggungjawab penuh terhadap personel serta
pekeijaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

5. HAKKEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi^ahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang
berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK
tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut hams dikembalikan kepada PPK pada
saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan
tersebut hams dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada
penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dfanggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekeijaan, kecuali kepada penyedia spesialis imtuk bagian pekeijaan tertentu.
Pengalihan seluruh pekeijaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama
penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.



8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Keqa (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai keija yang tercantum dalam
Surat Perintah Mulai Keija.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal karena

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK,

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah
Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi teijadinya

kecelakaan, pelaksanaan pekeijaan, serta pekeija untuk pelaksanaan pekeijaan,
atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain
yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat keijanya; dan
b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam

harga SPK.

10. PENUGASANPERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah
disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekeijaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubimgan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan

berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil
Pekeijaan ini, Bahan dan Perlengkapan menipakan risiko penyedia, kecuali
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat
memerintahkan kepada pihak ketiga imtuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan



atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORANHASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekeijaan dilakiikan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan
pekeijaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekeijaan.
Hasil pemeriksaan pekeijaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekeijaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekeijaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekeijaan di lokasi pekeijaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekeijaan yang berisi rencana dan realisasi pekeijaan harian.

c. Laporan harian berisi:
1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
3) jenis dan kuantitas pekeijaan yang dilaksanakan;
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekeijaan; dan
5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan
dan disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeijaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil
kemajuan fisik pekegaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekeijaan di lokasi pekegaaa

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekeijaan pada Tanggal Mulai Keija, dan melaksanakan pekeijaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekeijaan selambat-Iambatnya
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekegaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan
Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia
maka penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk
diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekeijaan.

15. SERAHTERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekeijaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekegaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekeijaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekeijaan dapat dibantu oleh pengawas
pekegaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekeijaan, penyedia



wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintahPPK.
e. PPK menerima basil pekeijaan setelah seluruh basil pekeijaan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan SPK.
f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari barga SPK setelab

pekeijaan selesai.

16. PERUBAHANSPK

a. SPK banya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubabanSPK dapat dilaksanakan dalam bal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleb para pibak,
meliputi:
1) menambab atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambab dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubab spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubab jadwal pelaksanaan pekeijaan.

c. Untuk kepentingan perubaban SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWAKOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam bal sebagai berikut:
1) PPK mengubab jadwal yang dapat mempengarubi pelaksanaan pekeijaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutubkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pibak penyedia untuk melakukan pengujian

tambaban yang setelab dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintabkan penundaan pelaksanaan pekeijaan;
7) PPK memerintabkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleb PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambaban dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekeijaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi banya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleb penyedia kepada PPK, dapat
dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan banya dapat diberikan jika
berdasarkan data pemmjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleb
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambaban waktu akibat Peristiwa
Kompensasi.

e. Penyedia tidak berbak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekeijaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sebingga penyelesaian pekeijaan akan
melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berbak untuk meminta
perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan

PPK Penyedia



pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian
pekeijaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian hams dilakukan
melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIANDANPEMUTUSANSPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekeijaan yang telah dicapai, termasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekeijaan ini. Bahan

dan perlengkapan ini hams diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar
oleh instansi yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekeijaan;
5) penyedia menghentikan pekeijaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam

program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan

sebanyak 3 (tiga) kali;
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka

waktu yang ditetapkan oleh PPK;
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan

pekeijaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka hams dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka

dicairkan (apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

20. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekeijaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:



1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhilungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hai-hal
yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk
setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekeijaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan keija PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lamnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen BLU

Untuk dan atas nama Penyedia
Untuk dan atas nama Penyedia

PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

c.

MARKHABAN SAPTA HADL ST

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19840327 201012 1 003

I  '• r»'cSWIS:

NUNGRUDINSUKMAWATI

General Manager \



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
^KAN

JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62)024-8311528

FAX : (62)024-8311529

Email ; info@pip-semarang.ac.ld
Home Page: www.Dip-semarano.aCT"

BERITA ACARA

RAPAT PRA KONTRAK

PL. 102 / 55 / 8 / PIP. SMG-2022

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Puluh Ribu Dua Puluh Dua

berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) dari Pejabat Pengadaaan No.
PL. 102 / 55 / 7 / PIP.SMG-2022 tanggal telah diadakan Rapat Pra Kontrak (Pre Award Meeting)
antara PPK Badan Layanan Umum, Pejabat Pengadaan Belanja Badan Layanan Umum dengan
Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang
dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :

1. Waktu Penerbitan SPPBJ

SPPBJ akan diterbitkan tanggal 18 Maret 2022.
2. Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta

Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala
LKPP.

3. Untuk harga satuan pekeijaan yang bersifat timpang (unbalance), harga tersebut berlaku sebatas
volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa
FT. MATRATAMA GRAHA MULIA

._ S OUTBC'J!^

NUNGRufefl^ 'sITKM'XwATI
Direktur\-

Pejabat Penandatangan Kontrak
PIP Semarang

HADl, STMARKHABAN SA

Penata Muda, (Ill/a)
NIP. 19840327 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINl. S.SiT.. MT

Pembina (IV/a)
NIP. 19760526 200502 2 001



w

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM ^KAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
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SEMARANG
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Home Page
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BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG ( BAHPL )

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

PL. 102 / 55 / 7 / PIP.SMG-2022

ISMaret 2022

Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022
2022

Pada hari ini Jumat tanggal delapan belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (18-
03-2022) dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
telah mengadakan proses pengadaan langsung untuk pekerjaan tersebut di atas.

Pelaksanaan pengadaan langsung ini telah dilaksanakan sesuai Peraturan dan ketentuan yang
berlaku (Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan telah melalui tahapan-
tahapan kegiatan.

>  Proses pengadaan barang/jasa menggunakan metode Pengadaan langsung dengan
Pascakualifikasi.

>  Penyedia barang/jasa yang diperkenankan untuk mengikuti pengadaan langsung adalah
penyedia barang/jasa yang mempunyai SlUP asli yang masih berlaku serta syarat-syarat
lainnya.

TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG

1. Perusahaan yang diundang sebanyak 1 (satu) perusahaan dan memasukkan dokumen
sebanyak 1 (satu) Perusahaan.

2. Pemasukan dan pembukaan penawaran
❖ Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada tanggal

tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga
dapat dilanjutkan evaluasi.

❖ Hasil Pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut:
HPS/OE : Rp. 82.620.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh

Ribu Rupiah)

No
NAMA

PERUSAHAAN

NILAI

PENAWARAN

NILAI

PENAWARAN

TERKOREKSI

KET.

1.
PT. MATRATAMA

GRAHA MULIA
Rp. 82.488.000,- Rp. 82.488.000,- Lengkap



3. Unsur-unsur yang dievaluasi
Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor:
PL.102 / 54 / 4 / PIP.SMG-2022 tanggal 17 Maret 2022, unsur - unsur yang dievaluasi
beserta hasilnya adalah sebagai berikut:

a. Penelitian dan Penilaian Administrasi: Sesuai

b. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis : Sesuai

c. Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya: Sesuai

d. Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualiflkasi: Sesuai

4. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga
Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan terhadap 1 (satu) penawar yang responsif, dengan
hasil sebagai berikut:

No NAMA PERXJSAHAAN

NILAI

PENAWARAN

TERKOREKSI

NILAI

NEGOSIASI

HASIL

EVALUASI

1. PT. MATRATAMA GRAHA

MULIA
Rp. 82.488.000,- Rp. 82.356.000,- LULUS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pengadaan Paket Meeting
Review dan Evaluasi Tarif BLU Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022, ini
dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Maret 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI. S.SIT.. MT

Pembina (IV/a)
NIP. 19760526 200502 2 001
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BERITA ACARA EVALUASI. KLARIFIKASI TEKNIS PAN NEGOSIASI HARGA

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

PL. 102 / 54 / 4 / PIP.SMG-2022

ITMaret 2022

Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022
2022

Pada hari ini kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
untuk pekeijaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan
Jasa PIP Semarang, telah mengadakan rapat Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiast
Harga terhadap dokumen penawaran dari calon Penyedia Barang untuk pekeijaan tersebut
diatas.

Rapat dipimpin oieh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA :

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI,
1. S.SIT.,MT

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN

ALAMAT

NPWP

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

Jl. Jenderal Sudirman 69 RT 030 RW

006 Terban Gondokusuman

Yogyakarta
31.577.871.2-541.000

A. PENELITIAN DAN PENILAIAN ADMINISTRASI

NO NAMA DOKUMEN

KELENGKAPAN Tdk

ada
KETERANGAN

Ada (+)

Sesuai Tdk Sesuai
1 Surat Penawaran:

- BertanjsKal +

- Masa berlaku surat

penawaran
+

30 Hari Kalender

- Jangka waktu pelaksanaan + 8 Hari Kalender
- Harga Penawaran (dalam
angka dan huruf)

+

Rp. 82.488.000.-
(Delapan Puluh Dua
Juta Empat Ratus
Delapan Puluh
Delapan Ribu
Rupiah)

- Tanda - Tangan + Direktur

BASIL AKHIR LULUS



Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Administrasi dinyataakan LULUS dengan demikian
dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis.

B. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS

NO. NAMA DOKUMEN

KELENGKAPAN

Ada (+)

Tdk

ada
KETERANGAN

Sesuai Tdk Sesuai

1 Metodologi Pekeijaan +

2 Jadwal Waktu Pelaksanaan +

3 Data Personil +

HASIL AKHIK LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Teknis dinyataakan LULUS dengan demikian dapat
dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya

C. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA

KELENGKAPAN Tdk
KETERANGAN

NO. NAMA DOKUMEN Ada (+) ada

Sesuai Tdk Sesuai

1 Daftar Kuantitas dan Harga +

2 Koreksi aritmatik +

HASIL AKfflR LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Biaya dinyataakan LULUS dengan demikian dapat
dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi

D. PE>ELITIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

NO. NAMA DOKUMEN

KELENGKAPAN Tdk

ada
KETERANGAN

Ada f+)

Sesuai Tdk Sesuai

1 Pakta Integritas +

2 Fonnulir Isian Kualifikasi;

a. Data Administrasi +

b. Landasan Hukum +

c. Pengurus Perusahaan +

d. Ijin Usaha (SIUP) +

e. Ijin Lainnya (TDP) +

f. Data Keuangan +

g. Data Pengalaman Perusahaan 4
Tahun Terakhir

+

h. Data Pengalaman Pekerjaan
yang sesuai

+

UASlL AKHlR LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Kualifikasi (Keuangan dan Teknis) dinyatakan
LULUS dengan demikian dapat dilanjutkan Klarifikasi dan Negoisasi.



E. KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA

1. Administrasi

a. Calon Penyedia Barang dapat menunjukkan semua dokumen "Asli" yang
dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.

2. Teknis

a. Calon Penyedia Barang sanggup / tidak sanggup melaksanakan / menyerahkan
pekerjaan sesuai Jadwal waktu pelaksanaan / penyerahan yang ditetapkan dalam
dokumen pengadaan.

b. Calon Penyedia Barang sanggup / tidak sanggup menyerahkan barang-barang /
pekerjaan dalam keadaan baru dan berfungsi

c. Calon Penyedia Barang sanggup / tidak sanggup melaksanakan Pekeijaan dengan
spesifikasi teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

3. Harga
Setelah dilaksanakan Klarifikasi, selanjutnya dilakukan negosiasi harga dengan hasil
sebagai berikut:
a. Harga Penawaran Pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Biaya yang diajukan

oleh PT. MATRATAMA GRAHA MULIA sebesar Rp. 82.488.000,-(Delapan Puluh
Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Setelah dilakukan Negoisasi Harga, Hasil Negosiasi Harga Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa dan Penyedia Barang adalah :
Nama Perusahaan : PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

Alamat JI. Jenderal Sudirman 69 RT 030 RW 006 Terban

Gondokusuman Yogyakarta
NPWP

Harga Penawaran

Harga Negosiasi

31.577.871.2-541.000

Rp. 82.488.000,-
Rp. 82,356.000,-

Demikian Berita acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga terhadap dokumen
penawaran untuk Paket Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU Politeknik
Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022, ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya

Semarang, 17 Maret 2022

Pejabat Pengadaan Ban
PT. MATRATAMA GRAHA MULIA PIP Semarang

Menyetujui:
Penyedia Barang/Jasa Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

of'' V'": • tr * —• \r

NUNgRUPfN SOK^A^VATI WAHYU PRASETYA ANGGRAHINl. S.SIT.. MX
Direkturi Pembina (IV/a)

NIP. 19760526 200502 2 001



EVALUASIPENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYA

KANTOR/SATKER

KEGUTAN

PEKERJAAN

TEMPAT

TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

BELANJA PERJALANAN - BLU

PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN EVALUASI TARIF BLU

JL. SINGOSARI2A SEMARANG

2021

NO. NAMA PERUSAHAAN
SVARAT-SY.\RAT PENAWARAN

KETERANGAN

1 2 3 4 5A SB sc 5D 5E 5F 5G

1 PT. MATRATAMA GRAHA MULIA + + + + + + + + + + + LULUS

KETERANGAN:

1. SURAT PENAWARAN

2. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULLE)

3. SPESIFIKASITEKNIS

4. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

5. DOKUMENKUALIFIKASI

A. PAKTAINTEGRITAS

B. FORMULIRISIAN KUALIFIKASI

C.FOTOCOPYSIU?

D.FOTOCOPYTDP

E.FOTOCOPYNPWP

F. FOTOCOPY SPT TAHUN lERAKHIR

Q. FOTOCOPY SPmONTRAK

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

PIP SEMARANG

WAHVU PRASETVA ANGGRAHINI. S. SL. M.T.

Fcmbina ̂V/a)

NIP. 19760526 200502 2 001

Keterangan

+  ; Ada

; Tidak Ada

±  : Ada, Tidak Memenuhi

= LULUS

= TIDAK LULUS

= TIDAK LULUS



EVALUASI HARGA PENAWARAN

KANTOR/SATKER

KEGUTAN

PEKERJAAN

TEMPAT

TAllUNANGGARAM

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

BELANJA PERJALANAN - BLU

PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN EVALUASI TARIF BLU

JL. SINGO&\RI 2A SEMAIL\NG

2021

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) RAB PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

NO llari Tipe Room/Meeting Jdndob Pox JumlahMolani
HARGA (Hp) HARGA SAT.

(Rp)

PROSENTASE

(%)
KETERANGAN

TOTAL HARGA

SATUAN ^ JUMLAH (Rp).

1 21-24 Marct 2022 Fullboard Residential siitglo 3 3 900.000 8.100.000 900.000 100% WAJAR 8.100.000

2 21-24 Maret 2022 Fullboard Residential Twin 24 3 735.000 52.920.000 734.500 100% WAJAR 52.884.000

3 21-23 Maret 2022 Fullboard tvsidenlial single 1 2 900.000 1.800.000 900.000 100% WAJAR 1.800.000

4 21-23 MaiA 2022 Fullboard Residential Twin 6 2 735.000 8.820.000 734.500 100% WAJAR 8.814.000

5 21-23 Waret 2022 Fullday Meeting 18 2 305.000 10.980.000 302.500 99% WAJAR 10.890.000

JUMLAII 82.620.000,00 82.488.000,00

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

WAHYU PRASETYA ANGGRAHTNI. S. Si.. M.T.

Pembina (IV/a)

NIP. 19760526 200502 2 001

PENAWARAN

KOREKSI

SELISIH

TERHADAP HPS

PROSENTASE

Rp82.488.000

Rp82.488.000

RpO

-Rpl32.000

-0,16%



KOREKSIARITMATIK

KANTOR/SATKER

KEGIATAN

PEKERJAAN

TEMPAT

TAHUNANGGARAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

BELANJA PERJALANAN - BLU

PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN EVALUASITARIF BLU

JL. SINGOSARI2A SEMARANG

2022

OWNER ESTIMATE (0£)/ HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) RAB PT. MATRATAMA GRAHA MULIA NEGO

NO Hjirl Tipe Room/Meeting Jumlnh Pax
Jumlah

Mnlam

HARGA (Rp) HARGA (Rp) HARGA (Rp)

SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH

1 21-24 Maret 2022 Fullboard Residential single 3 3 900.000 8.100.000 900.000 8.100.000 900.000,00 8.100.000

2 21-24 Maret 2022 Fullboard Residential T\vin 24 3 735.000 52.920.000 734.500 52.884.000 734,000,00 52.848,000

3 21-23 Maret 2022 Fullboard residential single 1 2 900.000 1.800.000 900.000 1.800.000 900.000.00 1.800.000

4 21-23 Maret 2022 Fullboard Residential Twin 6 2 735.000 8.820.000 734.500 8.814.000 734.000,00 8.808.000

5 21-23 Maret 2022 Fullday Meeting 18 2 305.000 10.980.000 302.500 10.890.000 300.000,00 10.800,000

JUMLAH 82.620.000,00 82.488.000,00 82.356.000,00

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINL S. Si.. M.T.

Pembina (IV/a)

NIP. 19760526 200502 2 001

PENAWARAN

KOREKSI

SELIsm

TERHADAP HPS

PROSENTASE

RpS2.488.000 PENAWARAN

Rp82.488.000 KOREKSI

RpO SELISIH

-Rpl32.000 TERHADAP HPS

-0,16% PROSENTASE

Rp82.356.000

Rp82JS6.000

RpO

-Rp264.000

-0,32%
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BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR ; PL.102/54/3 /PIP.SMG-2022

TANGGAL : 17Maret2022

PEKERJAAN Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022

TAHUN ANGGARAN ; 2022

Pada hari ini dengan mengambil tempat di Uni( Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
telah diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekeijaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri :
1. Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang
2. Penyedia Barang Barang dan Jasa : PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut:
Bahwa Perusahaan PT. MATRATAMA GRAHA MULIA telah memasukkan penawaran
untuk Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU Politeknik Ilmu Pelayaran
(PIP) Semarang Tahun 2022. Nilai penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 82.488.000,-
harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka waktu penawaran
adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, Jangka waktu pelaksanatin 8 (delapan) hari kalender.

Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Paket Meeting Review dan
Evaluasi Tarif BLU Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022, ini dibuat dalam
rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa TANDA -TANGAN

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI,
1. I.

S.SIT.,MT

Penvedia Barang/Jasa

1. NUNGRUDIN SUKMAWATI PT. MATRATAMA' •

GRAHA MULIA ' SW!
V O C > A Iv -MJ T A



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62)024-8311528

FAX

Email

Home Page

(62)024-8311529
info@plp-semarang.ac.id
www.DiD-semaranQ.ac.id

@1

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP>

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

Nilai HPS/OE

PL. 102 / 54 / 3 / PIP.SMG-2022

17Maret 2022

Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU
Politeknik Iltnu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022
2022

Rp. 82.620.000,-

NO.
NAMA

DOKUMEN

HARGA

JANGKA WAKTU

PERIISAHAAN

1 2 3 4 5

PENAWARAN
SURAT

PENAWARAN

PELAK

SANAAN

1.

PT.

MATRATAMA

GRAHA MULIA

+ + + + + Rp. 82.488.000,-
30 Hari

Kalender

8 Hari

Kalender

+ : ada

*  : tidak ada

KETERANGAN

1. Surat Penawaran

2. Dokumen Penawaran Teknis

- Metodologi Pekerjaan
- Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
- Data Personil

3. Dokumen Penawaran Harga
- Daftar Kuantitas dan Harga

4. Pakta Integritas
5. Formulir Isian kualifikasi

Penyedia Barang/Jasa
PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

r

ttr^kiuV r

Semarang, 17 Maret 2022

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI. S.SIT.. MT

Pembina (IV/a)
NIP. 19760526 200502 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX

Email

Home Page

(62)024-8311529
infc^pip-semarang.ac.id
www.Dip-semaranQ.ac.id

^KAN

DAFTAR HADIR PEMBI KAAN PENAWARAN

H a r i

Tanggal
Pimpinan rapat
Acara

Kamis

17Maret 2022

Pejahaf Pengadaan Barang Jasa
Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Paket Meeting Review dan
Evaluasi Tarif BLU Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun
2022

Peiabat Pengadaan Barang/Jasa

NO NAMA TANDA TANGAN

1.
WAHYU PRASETYA

ANGGRAHINI, S.SIT., MT
PPBJ

Penvedia Barans/Jasa

No Nama Perusahaan TANDA TANGAN

1. NUNGRUDIN SUKMAWATI
PT. MATRATAMA

GRAHAMULIA Ly
Y O C Y A k A H r ■sj..

QUE



DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

LAYANAN MANAJEMEN KINERJA INTERNAL, LAYANAN PEMANTAUAN
DAN EVALUASI, LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI, REVIEW AN

EVALUASITARIF BLU, BELANJA PERJALANAN

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN EVALUASI

TARIF BLU

POLITEKNIKILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG DAN JASA

PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

Jl. Jenderal Sudirman 69 RT. 030 RW. 006 Terban

Gondokusuman Yogyakarta



swiss-bcl
YOCYAKARTA

Nomor : Semarang, 17 Maret 2022
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang
di

Jl. Singosari 2A Semarang

Perihal ; Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung nomor:
PL.102/53/6/PIP.SMG-2022 tanggal 16 Maret 2022 dan setelah kami pelajari dengan
saksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk
Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU sebesar Rp. 82.488.000,-
(Delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum
dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekeijaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekeijaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan selama 8 (delapan) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat
Penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:
1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap
dokumen asli. Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami raenyatakan
sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen
Pengadaan Langsung.

PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

C JJTIOUE

NUNGRUDfN'SUKMAWATI

^ General Manager ̂

Jl. Jend. Sudirman No. 69. Yogyakarta, Indonesia
Telephone: +62-274 2921 888 | Facsimile: +62-274 2923 888

E-mail: resvsqyo@swiss-belhotel.com
www.swiss-belboutiqueyogyakarta.com

SWisS-bilHOTEl INTERNATioNAl
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SWisS-bElboUTIQUE
YOCYAKARTA

SPESIFIKASI TEKNIS

PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN EVALUASI TARIF BLU
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

TAHUN 2022

No Hari Juinlah Pax Jumlah Malam

1 21-24 Maret 2022 3 3

2 21-24 Maret 2022 24 3

3 21-23 Maret 2022 1 2

4 21-23 Maret 2022 6 2

5 21-23 Maret 2022 18 2

Jumlah 52

FT. MATRATAMA GRAHA MULIA

NUNCmimrN SUKM'A^krf
V o l; \ A 1.. />, ,c V A

General Manager).

Jl. Jend. Sudirman No. 69, Yogyakarta, Indonesia
Telephone: +62-274 2921 888 1 Facsimile: +62-274 2923 888

E-mail: resvsqyo@swiss-belhotel.com
vtrww.swiss-belboutiqueyogyakarta.com

SWisS*bEblOTEl INTERNATioMAl



SWisS-bElboUTIQUE
YOGYAKARTA

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIMESCHEDULE)
PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN EVALUASI TARIF BLU

POLITEKNIK ILMU PELAVARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN 2022

HARI KE- KETERANGANURAIAN

PEKERJAAN
NO.

Kontrak Efcktif

Tahap
Perencanaan

Jangka Waktu
Pelaksanaan Pekeijaan
Selama 8 (Delapan)

Hari KalenderTahap Pekeijaan

4. Selesai

FT. MATRATAMA GRAHA MULIA

NUNG^^te'^i'rfeMAWATI
^ General Manager [

Jl. Jend. Sudirman No. 69. Yogyakarta, Indonesia
Telephone: +62-274 2921 888 | Facsimile: +62-274 2923 888

E-mail: resvsqyo@swiss-belhotel.com
www.swiss-belboutiqueyogyakarta.com

SWisS-bEblOTEl irtTTERNATiONAl



swiss-bElbouriouE
YOGYAKARTA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN EVALUASI TARIF BLU

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN 2022

No Hari
Jumlah

Pax

Jumlah

Malam
Harga Satuan Jumlah

1 21-24Maret 2022 3 3 900.000 8.100.000

2 21-24 Maret2022 24 3 734.500 52.884.000

3 21-23 Maret 2022 1 2 900.000 1.800.000

4 21-23 Maret 2022 6 2 734.500 8.814.000

5 21-23 Maret 2022 18 2 302.500 10.890,000

Jumlah 52 82.488.000

Terbilang: Delapan puluh dua empat ratus delapan puluh ribu rupiah

FT. MATRATAMA GRAHA MULIA

NUN
• n tf" /r

'ilNSUKMAWATI
TvTTTTtv

^ General Manager y.

Jl. Jend. Sudirman No. 69, Yogyakarta, Indonesia
Telephone: +62-274 2921 888 1 Facsimile: +62-274 2923 888

E-mail: resvsqyo@swiss-belhotel.com
www.swiss-t>elboutiqueyogyakarta.com

swiss-bElHOTcl internatIonaI



DOKUMENISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

LAYANAN MANAJEMEN KINERJA INTERNAL, LAYANAN PEMANTAUAN
DAN EVALUASI, LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI, REVIEW AN

EVALUASITAREF BLU, BELANJA PERJALANAN

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN

EVALUASI TARIF BLU

POLITEKNIKILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG DAN JASA

PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

Jl. Jenderal Sudirman 69 RT. 030 RW. 006 Terban

Gondokusuman Yogyakarta



k1 swiss-bElbouriouE
YOCYAKARTA

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Beitindak imtuk

dan atas nama

NUNGRUDIN SUKMAWATI

GENERAL MANAGER

PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

Alainat : JL. Jendcral Sudirman 69 RT 030 RW 006 Terban Gondokusuman

Yogyakaita

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1  saya secara hukum men^unyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan SuratAkte
Pendirian Nomor 15 tanggal 19 Maret 2012 oleh Notaris Bong Hendri Susanto, S.H. di
Yogyakaita.

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;

3. saya tidak sedang menjaiani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan teriibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang
terkait, langsung maupun tidak iangsung dalam proses pengadaan ini;

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar
Hitarn;

7. Data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

Jl. Jend. Sudirman No. 69. Yogyakarta, Indonesia
Telephone: +62-274 2921 888 j Facsimile: +62-274 2923 888

E-mail: resvsqyo@swiss-belhotel.com
www.swiss-belboutiqueyogyakarta.com

SWisS-bEbfOTEl iNTERNAliONAl



swiss-bebouTiouE
YOCYAKARTA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No. Identitas

Jabatan

Bertindak unCuk

dan atas nama

NUNORUDTN SUKMAWATI

3471136608760002

General Manager

PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

dalam rangka pekeijaan Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU dengan ini
menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. Akan mclaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi
KKN di daiam proses pengadaan ini;

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
memberikan basil keija terbaik sesuai ketentuan peraturan penmdang-undangan;

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia
menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat
secara perdata dan/atau dil^orkan secara pidana.

Semarang, 17 Maret 2022

PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

NUNCatlMN,SUKMAWATI

^General Manager j

Jl. Jend. Sudirman No. 69, Yogyakarta, Indonesia
Telephone; +62-274 2921 888 | Facsimile: +62-274 2923 888

E-mail: resvsqyo@swiss-beihotei.com
www.swiss-belbouliqueyogyakarta.com

swiss-bcUiOTEl InternationaI



A. Data Administrasi

1. Nama (PT/CV/Firma/ . px. mATRATAMA GRAHA MULIA
Koperasi)

2. Status . V pugat 1 j Cabang

3. Alamat

No. Telepon

No. Fax

E-Mail

Jl. Jenderal Sudirman 69 RT. 030 RW 006

Terban Gondokusumo Yogyakarta

0274 2921888

0274 2923888

resvsqyo@swiss-belhotel.com

4. Alamat Kantor Pusat

No. Telepon
No. Fax

E-Mail

JL Jenderal Sudirman 69 RT. 030 RW 006

Terban Gondokusumo Yogyakarta
0274 2921888

0274 2923888

resvsqyo@swiss-belhoteI.com

B. Izin Usaba

1. No. Surat Izin Usaha

2. Masa berlaku izin usaha

3. Instansi pemberi izin usaha

C. IzinLainnya

1. No. Tanda Daftar Perusahaan

2. Masa berlaku

3. Instansi pemberi izin



D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Kop

a. Nomor Akte

b. Tanggal

c. Kama Notaris

srasi

15

19Maret 2012

Bong Hendri Susanto, SH

2. Akta Perubahan Terakhir

a. Nomor Akte

b. Tanggal

c. Nama Notaris

E. Pengurus
1. Pengurus Utama/Pengurus Cabang (CV)

No. Nama No.KTP Jabatan dalam Badan Usaha

1
NUNGRUDIN

SUKMAWATI
3471136608760002 General Manager

Direksi/Pengurus Badan €saha

No. Nama No. KTP Jabatan dalam Badan

Usaha/Kemitraan

1

2

F. Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Su$unan Pesero (untuk

CV/Firma)

No. Nama
No.

KTP
Alamat Persentase

1

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wai ib Pai ak 31.577.871.2-541.000

b. Bukti laporan Pajak Tahun
terakhir



c. Bukti Laporan bulanan (tiga
bulan terakhir):
l)PPh Pasal21; No. tanggal

2) PPh Pasal 23; No. tanggal

3) PPh Pasal 25/Pasal 29; No. tanggal

4) PPN No. tanggal

d. Surat Keterangan Fiskal (sebagai No. tanggal

pen^^anti huruf b dan c)

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis badan usaha)

No Nama
Tgl/bln/thn

lahir

Tingkat
Pendidik

an

Jabatan

dalam

pekeijaan

Pengalaman
Kerja

(tahun)

Profesi/

keahlian

Tahun

Sertifikat

/

Ijazah

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Fasilitas/Peralatan/Per engkapan

No.

Jenis

Fasilitas/Perala

tan/

Perlengkapan

Jumlah

Kapasitas
atau

output

pada saat
ini

Merk

dan

tipe

Tahiin

pembuat
an

Kondi

si

(%)

Lokasi

Sekarang

Bukti

Kepemilikan
/Dukungan

Sewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

H.



L Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang
yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

No.

Nama

Paket

Pekerjaan

Sub

Bidang
Pekeijaan

Lokasi

Pemberi Tugas/
Pejabat
Pembuat

Komitmen

Kontrak
Tanggal Selesai

Menurut

Nama
Alamat/

Telepon
No/

Tanggal
Nilai Kontrak

BA

Serah

Terima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

J. Surat Keterangan/Referensi Bank

Surat Keterangan/ZReferensi dari Bank Pemerintah/Swasta:

Nomor :

Tanggal

Nama Bank

Rekening

: PT. Bank Negara Indonesia

:6878899888



Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenamya dan penuh rasa tanggung jawab.
Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan
ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi
berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara
perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yogyakarta, 17 Maret 2022

PT.MATRATAMA GRAHA MULIA

ClETTRAI
TEMPEL

||||^51AJX613&46484

NUNGROblN SUKMAWATI

nr

Direktur^



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TELP. (62) 024-8311527

(62) 024-8311528
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

FAX : (62)024-8311529
Email : infQ@pip-semaran9.ac.id

^KAN

KODE PCS 50242 Home Page: www.plp-semaranQ.ac.ld

DAFTAR PEMASUKAN DOKUIVIEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA

KEGIATAN

PEKERJAAN

LOKASI

HARl/TANGGAL

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

LAYANAN MANAJEMEN KINERJA INTERNAL,

LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI, LAYANAN

PEMANTAUAN DAN EVALUASI, REVIEW DAN

EVALUASI TARIF BLU, BELANJA PERJALANAN

PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN

EVALUASI TARIF BLU

JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

Kamis, 17 Maret 2022

NO PERUSAHAAN/ALAMAT
NAMA&

JABATAN
JAM TANDA TANGAN

1. PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

JI. Jenderal Sudirman 69 RT 030 RW 006

Terban Gondokusuman Yogyakarta

NUNGRUDIN

SUKMAWATI

/Direktur

13.00 WIB

j

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI. S. Si.. M.T.

Pembina (IV/a)
NIP. 19760526 200502 2 001



PRa^lNSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARIA
KOTA YOGYAKARTA

HIK

Nama

Tempot/TotLahir

Jenm Keioiriin

Alamat

H7/RW

KeW>j»a

Kec.ifrittt»iri

Sbilui Perkawinan

PaKeqaan
Kawiromgaraan.
SarWuHngga

3M71]i3bbD67fe,00n2

NUNG»<Uf)IN SUKMAWAII

YOGYAKAf fTA. 1976

fTRtMtfnjAN Gotriiwaii
: WARUNGB010 m i 4/734 B

0?7/00/

WARUNG0O7O

UMBUiHAfiOO

iSi AM

KAWIN

KAHYAWANWAitA

»0S?017

m

iHB

KOTA YOGVAKAmA

l/S.yif,
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PTlNlATRATAMA GRAHA-NIULI/V1  °-~:-'v'-r.^7'^>- , '. . v''- .-.'';*C'|
T^ri:iy

•  JL JENDERAL SUDIRMAN W Rt 030 RVil 006'-
J' - TERBANGONDdku'SUMAN-Ya^AKART^^^^^ . .« ■ '- jf

;fERDAFTAR.:15^Qk;,r 7^ ' ' - - ;V7„ , ,. -^>,^7



Yogyakarta, 02 February 2017

No ; UGM/4.1/049/SKB/2017

Hal : Surat Keterangan Bank

Kepada:
Rekanan

dl

Tempat

Atas Permintaan
Beralamat/berkedudukah di

SURAT KETERANGAN BANK

PT. MATRATAMA^GRAHA MULIA

Jl. Jendral Sudirmah NOi69 Terban Gondbkusuman

Yogyakarta

Dengan ini kami menerangkan bahwa PT, MATRATAMA GRAHA MULIA adalah
Nasabah kami pemegang Rekening No.6878899888 sejak tanggal 20 Met 2016.

Keterangan.ini Kami berikan kepada Saudara atas permintaan yang bersangkutan untuk
keperiuan Melengkapi Syarat Admlnistrasi.

Dan karena itu tidak mengikat kami biia surat keterangan bank ini dipergunakan tidak
sebagaimana mestinya.

Negara Indonesia (Persero) Tbk.
'^./^Kantoj^Cabang UGWI

k- ' "Hestu^Wifavai
"^'^Pemimpin Bidarig Layanan

PT. BirtV- NogiM (Pcfs«rc( Tea.
CstCAg UGU

.a
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KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSU

REPUBLIK INDONESU

Noraor; AHU-18592jUI.01.01.'Rihun 2012
TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelali dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I
dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 15, tanggal 19 Maret 2012 yang dibuai
dan disampaikan oleh Notaris Bong Hendri Susanto, SH dan diterima pada tanggal 29 Maret
2012, telah memenuhi syarai dan lelali sesuai dengan peraturan perundai^-undangan;

Menglngat

Menetapkan
PERTAMA

:  1. Undang-Undang Nomor 40 Taliun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembarian Negara
Tahun 2007 Nomor 106, Tarabahan Lembam Negara Nomor 4756);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengajuan dan Pcmakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 96);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas
dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;

4. Peraturan Mentcri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M-rlH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata
kt-rja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-02.AH.OI.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permobonan Pengesahan
Badan Hukiim Perseroan, Persetujuan Perubahaii Anggaran Dasar, Penyampaian
Pemberitaliuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

tMengesahkan badan hukum FT. MATRATAMA GRAHA MULIA, berkedudukan di
Ycgyakarta - Kota Yogyakarta karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Mode! 1 yang
disimpan di 6z\am database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta,Nomor 15,
tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Bong Hendn" Susanto, SH berkedudukan di
Kotamariya Yogyakarta.

: Kcputus^ in! mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
A.pabila temyata dikeraudian hari terdapat kekeliruan dalam Kepulusan ini malca akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakaita
Pada tanggal 12 April 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTURJENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR- AIDIR AMIN DAUD, SR., MH., DFM.
NiP. 19581120 1988101 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0030996.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 12 April 2012

KEDUA
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NOTARIS

BONG HENDRISUSANTO, S.H.
SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI

MANUSIA Rl Nomor; C-289i fnV03.01-Th. 2002

Tanggal: 18 Maret 2002

JorA

ludul Akta

ianggal

lomor

Am T>TgT>!BtRTA>4

PT, K&OBmHfl. 62&EA. KIJIOA

j19 tafiSS? 2012
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Kani

Jl. R WangkuBii^i: No. 97
Yogyal«rta'55a2
Telp. (0274). 562142. 514943
Fax. (0274) 514943
E-mail: hendrisusanlo_97@yahdq.co.ld

Rumah;

Jl. Magelang Km. 8, Mulungan Wetan,
Sendangadi, Mlati, Sleman. 55285

Telp./Fax.: (0274) 865093



AKTA PEHDIRIAH PERSERDAN TEREATAS

PT. I5ATRATAMA GRAHA MULIA

Homor : 15

NOTARIS & PPAT

BONGHENDRI SUSANTO.SH
yogyakarta

Pada hari ini;- Senin tanggal 19-03-2012

fSenibilan Belas Maret Dua Ribu Dua Belas) Pukul

10-00 (Sepuluh) WaJctu Indonesia Barar, datang

menghadap >repada saya^. BDSG HEHDRI SUSABTQ,

SARJAHA Notaris di Yogya)carta, dengan

dihadiri 2 (dua) orang sakai alrta yang nama-

namanya aican disebutJcan pada bagian aJchir alcta

ini

1. Tuan TJHIH TJOHG LIES, dilahirkran di

Temanggung, pada tanggal 22-12-1944 (Dua

Puluh Dua Desember Seribu Senibilan Ratus

Ernpat Puluh. Empat), Pedagang, bertempat

tinggal di Jalan Jendral Sudirman Noinor 25,

Rukun Tetangga 001, Rukun Varga 001,

Kelurahan Oampiroso, Kecamatan Temanggung,

Kabupaten Temanggung, Pemegahg Nomor Induk"

Kependudukan 33-23-03.221244.0001^ Warga

Negara Indonesia, yang pada saat ini untuk

sementara walrtu berada di Yogyakarta.

2. Tuan TJHIH TJOHG GIOHG, dilahirkan di

Temanggung, pada tanggal 18-02-1946 (Delapah

Belas Februari Seribu Sembilan Ratus Empat
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Puluh Enarii), Pedagang, bertempat tinggal di

Galan Suyoto Nomor 5;. Rukun Tetengga 006,

Rukun Warga 001, Kelurahan Oampiroao,

Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung,

Pemegang Nomor Induk: Kependuduk-an

33.23.03.080246.0002, Warga Negara Indonesia,

yang pada saat ini untulr aementara waktiu

berada di Yogyakarta. ^—

3. Tuan CHAHDRA PURHAMA, dilahirkan di

Temanggung, pada tanggal 28-11-1946 (Dua

Puluh Delapan Nopember Seribu Serabilan Ratus

Empat Puluh Delapan), Pedagang, berterapat

tinggal di .Oalan Wplter Honginsidl 48, Rukun

Tetangga 003, Rukun Varga 001, Kelurahan

Gampiroso, Kecaraatan Temanggung, Kabupaten

Teraahggung, Peraegang Nomor Induk: KependuduJcan

3323032811480001, Warga Negara Indonesia,

yang pada saat ini untuk seraentara waktu

berada di Yogyakarta.

4, Tuan HAHTAHTO/TJHIEN TJOHG THAY, dilahirkan

di Temanggung, pada tanggal 06-01-1953 (Enam

iQnuQri Seribu Serabilan Ratus Lima Puluh

Tiga), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

Galan Haji Agus Salim 11, Rukun Tetangga 005,

Rukun Warga 001, Kelurahan Temanggung 1,

Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung,

Peraegang Nomor Induk Kependudiikan
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33.23.03.060153.0001, Varga Negara Indonesia,

yang pada saat ihi untuk: seraentara waktu

becada di Yogyakrarta.—

S.Tuan TJHIEH TJDBG JEB, dilahirkan di

Temanggung^r pada tanggal 01-06^1956 (Satu

Agustus Seribu Sernbilan Ratus Lima Puluh

Enam), Pedagang, bertempat- tinggel di Oalan

Diponegoro Nomor 8, Rukun Tetangga 001, Rulain

Warga 007, Kelurahan Temanggung 1, Kecamatan

Ternanggung, Kabupaten Temanggung, Pemegang

Nomor Induk Kependudukan

33.23.03.010856.0001, jWarga Negara Indonesia,
1

yang pada seat ini ̂ untuk sernentara waktu

berada di Yogyakarta.

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri

dan dalam kedudukannya sebagaimana ters.ebut

diatas, dengan tidak mengurangi isin dari

yang berwenang, telah sepakat dan setuju

untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan

Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana

yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk

selanjutnya cukup disingkat dsngan "Anggaran

Dasar") sebagai berikut :

HAI4A DAH TEMPAT KEDUDUKM

Pasal 1

1, Perseroan Terbatas ini bernama PT. HATRATAMA

GRAHA MULIA (selanjutnya dalam Anggaran Dasar
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ini cukup disingkrat dengan Perseroan) ̂

betkeduduiran di, Yogyakarta-Kbta Yogy^akarta;--

2. Perseroan dapat menibuJra cabang atau

perwakilan di tempat lain baiJc didalam niaupun

di luar wilayah Republik: Indonesia

sebagaimana ditetapJcan oleh Diuefe-si dengan

persetujuan Dewan Kbmisaris. —

JAHGKA mKTU BERDIRIHYA PERSEROAE

Pasal 2

^Perseroan ini didirifean untuk: jangkra waktu tldak

terbatas

^^r-MAKSUD DAH TUJUAH SERTA EEGIATAN USAKA-—--

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan perseroan ini adalah

inenjalanJcan usaha dalaia bidang Parlwisata.

2. Untuk raencapai maJrsud dan tujuan tersebut

diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan

usaha yaitu USAHA PESYEDIAAH AKOMODASI berupa

PERHOTELAH;

Hodal

—  , Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan ini berjurnlah Rp.

5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)^ terbagi

atas 5,000 (Lima Ribu) lembar saham, niasing-

masing saham bernilai nominal sebesar Rp

l.dOO.pOO (Satu Juta Rupiah). —

1  I

:  I
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2. Dari modal dasar tersebut telah diternpatlcan

dan diaetor 25 % (Dua P,uluh Lima Prosen) atau ,

sejumlah 1.250 (Serlbu Dua Ratus Lima Puluh)
1

lembsi: Saham dengan nilai nominal seluruhnya

sebesai: I?p. 1,250.000,000 (Satu Milyar Dua

Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), oleh para

psndiri yang telah mengambil bagiaii aahsm

dan rincian serta nilai nominal saham yang

disebutkan pada skhir akxa. ■

.d3. Saham yang masih dalam simpanan alran

dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan

modal Perseroan> dengan persetujuan Rapat

Umum Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang naraanya tercatat-

dalam Daftar Pemegang Saham raempunyai hak"

terleblh dahulu untuk mengambil bagian atas

saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka,

waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal

penawaran dilakukan dan masing-raasing

pemegang saham berhak mengambil bagian

seimbang dengan jumlah saham yang meceka

niiliki (proporsional) baik terhadap saham

yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa

saham yang tidak diambil oleh, pemegang saham

lainnya. ,

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14

(empat belas) hari tersebut, ternyata masih
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ada aisa saham yang belum diambil bagian inaka

■  berhak: .nie.nawai:kan aisa saham tersebut

■kepada-Pihak Ketiga.— —^

SAHAM

Pasal 5

1. Semua sahara yang dikeluarkan oleh Perseroan

adalah-saham atas nama.—

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak

atas suatu saham adalah Warga Negara

Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat

saham-— -i-

4. Dalam .Perseroan, tidak menerbitJcan surat
\

saham, pemilikan saham dapat- dibuktikan

.dengah surat keterangan atau catatan yang

dikeluarkan oleh perseroan.

5. Oika dikeluarkan surat saham, raaka untuk

setiap saham diberi sehelai surat saham.

6. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan

sebagai bukci pemilikan 2 (dua) atau lebih

saham yang dimiliki oleh seorang pemegang

saham.

Pada surat saham harus dicantumkan

sekurangnya —

a. Hama dan alamat pemegang saham;
I
b. Homor surat sahami;—^—
I
c. Nilai nominal saham;--
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d. Tanggal pengeluaran surat saham;

8. Pada surat Kolekl;if saham sekurangnya harus

dicantumlcan : —

Mama dan alamat pemegang saham;--

b. Nofflor surat tolektif saham;

c. Noffior surat saham dan jumlah saham;

d. Milai nominal saham;

e. Tanggal psngeluaran surat- Jcplektif saham.—

9. Surat saham dan surat krolektif saham harus

ditandataiigani oleh Direksi.

PEHGGAHTI SURAT SAHAM

Pasal 6 —^

1. Gika surat saham rusak atau tidak dapat
\

dipakai, maka atas permintaan raereka yang

berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat

saham pengganti, setelah surat saham yang

rusak atau tidak dapat dipakai tersebut

diserahkan kerabali kepada Direksi.—

2. Surat saham sebagairaana yang dimaksud ayat

(1) harus dimusnahkan dan dibuat Berita Acara

oleh Direksi untuk dilaporkan dalaiti Rapat

Uniura Pemegang Saham berikutnya.

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan

mereka yang berkepentinganr Direksi

mengeluarkan surat saham pengganti setelah

menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut

cukup dibuktikan, dan dengan jarainan dipandahg
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perlu oleh DireJcai untuk tiap peristiwa yang

khusus.; —r

4, Set-elah -. surat saham pengganti dilceluai:k:an,

aurat Sahara yang dinyatalcan hilang tersebut,

■cidakr beclaku lagi terhadap Perseroan,

5, Seraua biaya. , yang berhubungan dengan

pengeluaran surat sahara pengganti, ditanggung

oleh. pemegang saham yang berkapentingah.

6, Ketehtuan sebagaimana diinaksud pada ayat (1) ,

^ ayat (2), ayat (3) ^ ayat (4) den ayat (5)

mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran

surat Icolektif sahara pengganti.

— PEMIHDAHAN HAK ATAS SAHAI4

;— Pasal 7

1_ Pemindahan hak atas sahara, harus berdasarkan

. akta pendndahan hak yang ditandatangani oleh

yang raemihdahkan dan yang raenerima pemindahan

atau kuasanya yaiig sah.

Pemegang saham yang hendak meraindahkan hak

atas saham, harus mehawarkan terlebih dahulu

kepada pemegang saham lain dehgan menyebutkan

harga serta persyaratan ' penjualan dan
raemberitahukan kepada Direksi secara tertulis

tentang pehawaran tersebut.Dalam waktu 30

(tiga puluh) hari sejak penawaran, para

pemegang , saham lainnya dapat mehyetujui

pemindahan hak, dengan ketentuan apabila
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telah lewat waktu 30 {tiga puluh) hari

ternya'Ca sahara yang ditawarkan t-idak

disetujui peniindahan haknya • oleh pemegang

saham lainnys, aaham tersebut dapat-

ditawarkan kepada pxhak ketiga yang disetujui

oleh Rapat Umum Peniegang Saham. ^

3. Pemindahan hak, atas saham harus mendapat

persetujuan dari instansi yang beLvenang^

jika peraturan peruhdang-undanGah

mensyaratkan hal tersebut. —

4.Hulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang

Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat

Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham

t-idak diperkenankan.—^

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab

lain saham tidak lagi mehjadi milik Warga

Negara Indonesia atau badaii hukura Indonesia,

maka dalam jangka waktu 1 (s.atu) tahun orang

atau bahan hukum tersebut wajib memindahkan

hak atas sahamnya kepada Warga Kegara

Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai

ketehtuah Anggaran Dasar.-^7—; ^

RAPAT UMUM P^GAHG SAHAM —

pasax 8'

Rapat. Umum Pemegang, Saham yang selanjuthya

disebut RUPS adalah:— —r--■

a. RUPS tahunan; ^ ——
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/

b, RUPS; lainhya;. yang dalara Anggaran Dasar ini

disebut juga RUPS. luai: biasa,

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti

iceduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS luar

biasa krecuali dengan tegas ditentulran lain.—

3. Dalani RUPS Tahunan

a. Direksi menyanipaikan ;

o Laporan. tahunan yang telah ditelaah dleh

iDeuan Komisaris untuk laendapat

persetujuan Rapat Umum Peraegang Saham;—

0 Laporan Jfeuangah uhtulc mendapat

1  pengesahan rapat;
b. Ditetapkran penggunaan laba, jika Perseroan

meiiTpunyai saldo laba yang positif; ^

c. DiputusJran mapa acara RUPS lainnya yano

telah diajukan sebagairaana raestinya dengan

memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan , dan pengesahan

laporan keuangan pleh RUPS tahunan berarti

meniberikan pelunasan dan perabebasan tanggung

jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan
I

Dewan Koraisaris atas pengurusan dan

pengawasan^yang telah dijalankan selama tahun

buku yang. lalu, sejauh tindakan tersebut

tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan

Keuangan.

I  )
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5. RUPS luar biasa dapat diselenggaralcan

aewaktr-u-waktu berdasariran Icebutuhan untuk
•  i

iriembicarakan dan raemutdslran mata acara rapar.

Jre.GUali mata acara rapat yang dimaKsud ,pada

ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan

raemperhatikan peraturan Perundang-Undangan

serta Anggaran Dasar.

TE!4PAT, PEl-IAHGGILAH DAH PII-IPIHAN

rapat mm pemegahg saham —

Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat. kedudukan perseroan

atau di'Cenipat kegiatan uaahanya yang ut-ama

Peraeroan; ^ —

■2- RUPS diselenggarakan dengan laelakukan

pernanggilan terlebih dahulu kepada para

peraegang sahara dengan surat tercatat dan/atau

dengan iklan dalam surat kabar;

3. Pernanggilan dilakukan paling larabat 14 (empat

belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan

dengan tidak raemperhitungkan tanggal

pernanggilan dan tanggal RUPS diadakan;^

*4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama;

's. Oika Direktur Utama tidak ada atau
berhalangan karena sebab apapun yang tidak

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS

dipimpin oleh Wakil Direlctur Utama;—■—■—t
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6. <3ik"a Wakil ̂ Direktyr Utama atau wakil Presiden

Direkxui: i;idak ada atau berhalangan karena

sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan

kepada-'pihak ketigs ,RUPS dipinipin oieh salah

seprang Direktur yang ditunluk oleh Direktur

Utama atau wakil Direktur Utaraa;

7. Jika .sernua .Direktur tidak badir atau

berhalangan karena sebab apapun yang tidak

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS

dipirapin oleh..salah seorang anggota De^an

Koiifiisaris;.

8. Jika sernua anggota Dewan Kortiisaris tidak

hadir- atau berhalangan karena sebab apaun

yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga, , RUPS dipimpin oleh seorang yang

dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir

dalara rapat,--: —

.iOJORUM,, HAK SUARA, DAH, KEPUTU3AH

RAPAT UMUM PEIffiGAHG SAHAH

Pasal 10

1. RUPS' depat dilangsungkan apabila kuorum

kahadiran sebagaimana disyaratkan dalara

Undang-undang tentang Perseroan Terbatas

telah dipenuhi;

2- Pemungutan suara mengenai diri orang

dilakukan dengan surat tertutup yang tidak

ditandatangani dan mengenai hal lain secara
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Xxaan, k"ecuali apabila tetUa RUPS mehentukan

lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham

yang badic dalam Rapat"Umum Pemegang Saham; —

3. Suara blanJco atau sucat yang tidak* sah^

dianggap tidaJc ada dan tidaJr dihit.ung dalam

fiienentukan jumlah suara yang dilreluark-an

dalaffi RUPS. —

4.RUPS dapat mengambil Jceputusan berdasarkan

musyawarah, tintuk mufakat atali berdasarkah

suara setuju , dari jumlah suara yang

dikeiuarken dalam Rapat Umum Pemegang Saham

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

Di^.KSI — —

Pasal 11 —^

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi

yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih Anggota

Direksi. ^ ^

2. Jika diangkat lebih dari seorang DirektuLV

maka seorang diantaranya dapat diangkat

sebagai Direktur Utama.—— ^—---—^—

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum

Pemegang SahaiTir raasing-masing untuk jahgka

vaktu 5 (lima) Tahun dengan tidak mengurangi

hsk Rapat . Umum Pemegang Sahara unutk

raemberhentikannya sewaktu-waktu- ^— —-

4. Jika oleh sesuatu sebab apapun jabatah

seorang atau lebih atau semua anggota
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Direkai. lowong, „ malca dalam janglfa waJctu 30

(tiga. puluh) haci sejaJc terjadi lowongan,

hacus ' di- - selanggacakan Rspat Uniuni Peniecfang

Saham arituk" mengisi lowongsn itu dengan

meniper-hatikB"n- ilretentuan peraturan Peruridang-

Undangan dan Anggaran Dasar.

5. JiJra oleh suatu ̂ sebab apapun juga semua

jabatan anggota Ditelfsi lovrong, unruk:

sementaira Perseroan diurus oleh anggota Dewan

Komisaria yang :ditunjuk: oleh rapat Dewan

Kofliisaris. ;

6. Anggota^Dicekral berhak: mengundur]ran diri daci

jabatannya dehgan meraberitahutcan seeara

tertulis .Jcepada Pecsecoan aekurang-kucangnya

30 (tiga ■ pUluh) had sebelum tanggal

pengunducan - dirinya,

7. Jabatan anggota- Dicelcsi beralchiCr jiira :

it niengunduck'ah did sesuai ketentuan ayat

(6);-l

,5. tidak lagi -memenuhi perayacatan peraturan

Perundang — Undangan;

c. meni-nggal dunla;

di diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat

•  •Umum Pemegang Saham,

:  tUGAS dan wewshahg direksi —

Pasal 12
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1. Direksi berhak:- mewaJdll Perserqah 'didalam dan

diluar - Eengadilan teritang segala hal dan

dalam ■ segala k:ejadian>. mengiJrat: Peraeroan

dengan pihaJr lain dan pihak* lain dengan

Perseroan^. aecta menjalankan segala tindakan^

baik yang mengenai kepengurusan raaupun

kepeniilikan, akan tet-api dengan pembatasan

bahwa untuk

a. Kiemnjam .atau meminjamkan uang atas nama

Persetoan (T.idak temasuk mengainbil uang

perseroan di Bank);

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta

pada perusahaan lain baik di dalani raaupun

di .luar negeri; —

harua dengan Persetujuan Dewan Koraisaris.—

2,a.DirektUE Utama berhak dan berwenang

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta

mewakili Perseroan;! —^

b,Dalam hal Direktur Utaraa tidak nadir atau

berhalangan -.karena sebab apapun juga^ yang

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga^-
i

raaka salah seorang anggota Direksi lainnya

berhak dan berwenang bertindak untuk dan

..atas.-nama Direksi raewaklli Perseroan;--

—  RAPAT DIREKSI

—  Pasal 13
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1. Penyelenggata -Rapat Direkai dapat dilalailfan
setiap> valctu apabi'la dipandang perlu :

a. oleh seorang atau lebih anggcta Direksi;

b. atas' pecinintaan tertulis dari seorang atau

lebih anggota Dev»*'an Koniisaris; atau

c. atas perinintaan tertulis dari 1 fsatu)

orang atau lebih Peraegang Saham yang

bersams-sama nievakili l/io fsatu per

sepuluh) atau lebih dari junilah seluruh

Sahara dengan hak: suara;^

Panggilan Rapat DirePrsi dilakukran oleh

anggota Direksi yang berhak bertindaJr untuk

dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal

9 Anggaran Dasar ini.—

3. Panggilan Rapat Direksi disarapaikan dengan

surat tercatat atau dengan surat yang

disampaikan langsung kepada setiap anggota

Direksi dengan raendapat tanda teriraa paling

larabat 3 ftiga) . hari sebelum rapat diadakan^

dengan . tidak. meraperhitungkan tanggal

.  -panggilan dan tanggal Rapat,——

S..Panggilan Rapat itu hacus raencantumkan scara,

tanggal; yaktu dan tempat Rapat,

5. Rapat Direksi . .diadakan ditempat kedudukan

'Perseroan , atau tempat kegiatan usaha

Perseroan. Apabila seraua anggota Direksi

hadir atau diwakili^ panggilan terlebih
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dahulu tersebut tidalc disyaratlfan dan Rapat

Direlcsi dapat diadaltan dimanapun juga dan

berhak" mengainbil k:eputusan yang mengilcat.

6. Rapat; Direlcsi dipirapin oleh Direktur Utama

dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir

atau berhalangan hal mana tidak perlu

dibuJcrdkan kepada pihak ketiga, maka Rapar.

Direkai akan dipimpin oleh seorang anggota

Diceksi yang dipilih datri antara anggota

Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat divakili dalarrs

Rapaf Direksi hanya oleh anggota Direksi

lainnya berdasarkan surat kuasa,

8. Rapat Direksi adalah sail dan berhak mengainbil

keputusan-keputusan yang raengikat apabila

lebih dari 1/2 (sata perdua) juralah anggota

Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

9. KeputuSan Rapat Direksi harus diambil

berdasarkan fflusyavar-ah untuk mufakat. Dalarfl

hal keputusan berdasarkan rnusyawarah untuk

mufakat tidak tercapai, maka keputusan

•  diaimbil berdasarkan suara seruju lebih 1/2

(satu perdua) dari jumlah suara yang sah

dikeluarkan dalam rapat,

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak

setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi

yang akan menentukan.
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11, a. . .Setiap" - anggo.ta ■'Direlrai yang hadir berhalc
. Lmengeluarkaii 1 (sai:u) suara dan taiobahan 1

,(satu)..-'3i3ara ■ untulc aetiap ang.gota Direksi
iainnya yang diwakilinya; ^

b.Pemungut.an suara mengenai diri orang
dilakuksn dengan suca'C suara "Car'tutup,

tanpa , ^andatangan, sedangkan pemungutan

suara;. , rtiengenai hal-hal lain dixakulcan
secara • lisan, kecusli Katua Rapat

r(ie,nent^ukan_ lain tanpa ada kabarat-an dan

yang badir-;—

c, Suara bl_ankp, dan suara yang tidak sah
dianggap tidak ^dikeluarkan secara sah dan
dianggap tida^k ada, dan tidak dihitung dalani
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

VZ. Direksi' dapat .jug,a mengambil keputusan yang

s.ah ianpa. mengadakan Rapat Direksir dengan
ketentuan . seraua anggota Direksi diberitahu

secara tertulis ..dan seraua anggota Direksi

meitiberikan persetujuan mengenai usul yang

diajukan. secara^ tertulis serta menandat-angani
perseru^uan teraebut.

Keputusan yang diainbil dengan cara demikian,
raerappnyai kekuatan yang sama dengan kepupusan

yang dianibil deng.an sah dalain Rapat Direksi,-
--- DEWAH KDMISARIS ^

Pasal 14
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■ 1- Koioisaris-- terdiri dari seoirang .acau lebih

fj'angqota ^ -Komisaris, apabila diangJcat' lebih
!

dari seorang' anggota Kpniisaris^ maka seorang

diantaranya dapat diangkat sebagai Kbmisaris

Utama. —^ ^ —

'2. Yang' boleh diangkat sebagai anggota Komisaris

hanyalah Warga Negata Indonesia yang memenuhi

persyatatan yang ditentukan peraturan

perundang-undangan yarig berlaku.

^S-.-Ang^ota Korrdsaris diangkat oleh Rapat Umura

Peraegang Saham untuk jangka waktu 5 (Lima)

taliun; dengan rddak laengurangi hak daci Rapat

Uraura ■ Pemegahg Saham untuk memberhentikan

"sewaktu-waktUi

4-Jika oleh' suatu sebab jabatan anggota Dewan

'komisaris "lowong, maka dalara jangka waktu 30

itiga' puluh) hari setelah terjadinya

lovongan^ harus diselenggarakan Rapat Umum

Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu

dengan memperhatikan ketentuan eyat 2 pasal

ini.~~-

5. seorang anggota Dewan Komisaris berhak

mengundurkan diri dari jabatannya dengan

■ raemberitahukan ' secara tertulis inengenai

•maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya

30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal

penguhduran dirinya.



- tNGTARIS & RPAT

BONG HENDRISUSANTO, Sh
vr.-vj.

YOGYAKARTA

jabatancang.go-ca. jKorflisaris berakhir apabila

a. ;fce:hiiLarigan:;Kewai:ganegar Indonesia;

:>;cniengundui:Jran tdiri sesuai dengan ketentuan

i;idak- lagi rfiemenuhi persyarat-an perundang-

undangan yang •berlaku;

d. raeninggal-dunia;

e- diberhentikari: berdasarkan kep>utusan Rapat-

Umum Pemegang Sahara.

- TUGAS. DAB IfJ^HAHG DEPffifi KQMISARIS —

Dewan Koraisaris setiap vaktu dalam jam kerja

■kanppir; Penseroah ^berhak memasuki bangunan dan

halaraah atau ..terapat lain yang dipergunakan

.atau yang. dikuasai dleh Perserpan dan berhak

fflemeriksa .semue perabukuan, surar dan alat

bukt-i l^nnya, memeriksa dan mencocokkail

keadaan uang- kas^dan Iain-lain serta ,berhak

untuk 'menge-cahui. segala tindakan yang telah

dijalankan oleh -Direksi; —

Direksi dan setiap anggota Direksi wajib

untuk. >inemberikan penjelasan pentang segaia

hal.;yang-ditanyakan oleh Dewan. Kpraisaris;—-

Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan

seraentara dan,- ^Perseroan tidak mempunyai

sppCangpun anggpta Direksi maka uhtuk

sernentara. Dewan Komisaris diwajibkan untuk
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luengurus 'Perseroan. Dalam hal derailran Dewan

Komsaris barhak - unt.uk meniberikan kekuasaan

sement-ara kepadS" 'aeorang atau labih diantaca

anggota Dewan Koniisaris atas tanggungan Dewan

Komi3al^i3. ^ ^ —

4.. Dalam hal hanya - ada seorang anggota De^^an

Koinisaris^ segala tugas dan wewenang yang

dlbecikan kapada Koiuisaris Utania atau anggota

Dewan- -Komisaria- dalam angg.aran dasar ini

berlaku pula bsginya,— — r

^ RAPAT DE^ KDMISARIS — —

^  —- Pasal 16

Ketentuan sebagaimana diraaksud dalam, Pasal 13

mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan

Kornisaris. —•— ^

-REBCMA KERJA, TAHUS BUKU dab LAPdRAE TAHDHAH -

— Pasal 17 ^ —

a. Diteksi menyarapaikan rencana kerja yang

merauap- duga anggaran tahunan Perseroan kepada

Dewan Kpmisaris untuk mendapat persetujuan,

sebeluin tahun.- buku dimulai - —^— ;

b. Rencana kerja sebagaimana dirriaksud pada- ayat

(1) harus disarapaikan paling lambat 3D (tiga

puluhl' hari' ■sebelurn dimulainya tahun buku

yang 'akan datang.- — —:

c., Tahun ,buku 'Perseroan berj.alan dari tanggal 1
I

(satuy Januari-sainpai dengan;'tanggal 31 (tiga
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puluh ;satu) Desember, Pada akhir bulan

Deseilrtber tiap tahun, Isuku Pecseroan ditutup.

Untuk pertama kalxnya buku Perse roan dimulai

pada- t-anggal dari akta pendirian ini dan

ditutup pada tahggal 31-12-2G12 (Tiga Puluh

Satu Desember Dua fUbu Dua Belas),

d. Direkai; meniajsun laporan tahunan , dan

menyediakahnya ̂ dikantor Perseroan, untuk dapat

diperiksa oieb para pemegang saham terhitung

aejak tanggsl panggilan Rapat ynmrii Pemegang

'Saham tahunan, —

—— PESGGUHAAH LABA DAH PEMBAGIAH DIVIDES —t--

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buJo^

sepertl' tercantum dalam neraca dan

perhitungan- laba* • rugi yang telah disahkan-

oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan

merupakaii saldo -laba yang ppsitif,- dibagi

raenurut cara penggunaannya. yang telah

ditentUkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

tersebut.-'— ^ ^

2.> Jika perhitungan- laba rugi pada suatu t-ahun

buku;'-menunjuJdran - kerugian yang tidak dapat

^  ditutup. dengan' daiia cadarigan/ maka kerugian

itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam

perhitungan 'laba rugi dan dalam tahun buku

selaniUtnya perseroan dianggap^ tidak mendapat.
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*laba , seiama irerugian yang tercatat dan

dimaauJclran dalamr perhitungan laba rugi itu

belum sariia seJrali tertutup. ^— —^

PEHGGyHAAB CADAHGAK —— —

-l.-^PSnyisiiian laba bersih untuk: cadangan

dilakuJcan sanipai rflencapai 20 % (dua puluh

persen) dati jumlah modal ditampatican.. dan

disetor hanys ̂ boleh dipergunakan untuk

ffienuPup karugian yang tidak dipenuhi oleh

cadangan lain.--

2. Jika ouralah cadangan talah melebihi jumlah 20

:% (dua- .puluh^ .;per-3enj, Rapat Umum Pemegang

Sahara. dapat , , memutuskah agar jumlah

kelebihannya digunakan bagx kepeirluan

*3, eadahgan aebagaimana dimaksud pada ayat-, (1)

yang , belum dlpergunakan untuk menutup

kerugisn dan kelebihan cadangan sebagaimana

dimakaud pada , ayat (2) yang penggunaannya

belum ditent-ukan oleh Rapat Umum Pemegang.

Sahani harus dikelola oleh Diheksi dengan cara
•i ,

yang : tepat me.nurut pertimbangan Direksi,

setelah mempetoleh pebsetujuan Dewan

Xoraisaris dan memperhatikan peraturan

pe.tundang-undangan agar rnemperoleh laba.-r--^-

-—-^TENTOAfi PENUTUP —
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—r T-.-Pasal 20

Segala : s_e3uatu, -.yang tidak: atau belura culojp

. diatur jdalairi Anggaran Dasar ini, aJran diputus

dalani Rapat Umum Pemegang Sahara. —

ftk-hirnya para penghadap bert-indak: dalam

-  Icedudulfannya, s.ebagairaana tersebut diatas

raenerangJcan bahwa.:T-:

i. Unruk: pertama kalinya telah diarabil bagian

dan disetor penuh dengan uang runax raelalui

kas Perseroan sejuraiah 1.250 (Seribu Dua

Ratus Lima Puluh) ierabar saham atau

aeluruhnya. dengan nilai nominal Rp

1.25,0.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Lima

Puluh Juta Ruplah) yaitu oleh para pendxri:--

Tuan- TtJHIH TJQNG LIES, tersebut sebanyaJc

250 , (Dua Ratus' Lima Puluh) lerabar Sahara

dengan' nilai nominal atau sebesar Rp,

250,000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta

Rupiah); -----x

Tuan TJHIH TJOBG GID5G, tersebut sebanyak

250 (Dua Ratus Lima Puluh) lerabar saham

dengan nilai nominal atau sebesar Eip.

250.000,000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta

Rupiah);

Tuan'CHAHDRA PURHAMA, tersebut sebanyak 250

(Dua;fetus Lima Puluh) lembar Sahara dengan
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■ nilai noniinal atau sebesar 250",00,0.000

■ (Dua Ratus^ Lima Puluh Juta Rupiah),; --—^

Tiian HARTAHTO/TJHIEH TJDEG THAY, tersebut

aebanyak" 250 (Dua Ratus Lima Puluh) leml;>ar

saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp.

250,000,000" (pua Ratiis Lima Puluh Juta

Rupiah); —

f Tuan tJHIEH TJOHG JEH^ tersabut sebanyalr

250 (Dua E^tus Lima Puluh) lerabar saharti

dengan nilai nominal atau sebesar Rp.

250-000-000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta

Sehingga selumhnya berjumXah 1-25Q (Seribu

Dua Ratus Lima Puluh) lembar saharn dehgah

nilai nominal seluruhnya sebesar ^

1.250.ODD.000 (Satu Milyar Dua Ratus Lima

Puluh Juta Ruplah),

2-Menyiiipang dari kretent-uan daiam pasal 8 dan

Pasal ,11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara

pengangltatan a'nggota Diretei, dan KbrfiiS6ri3>

teiah'diangJ^at sebagai ^ r-

Direl^Uc Utama :Tuan TJHIEH TJOKG JEH, tersebut-
3  ' * ^ 1 . f I' ^ I

diatas; ^ —

Direlctur :Tuan TJHIH TJOSG GIOHG, tersebut

diatas;---^—^

KomisarisUtama :Tuan TJHIH^TJOSG LIEB^ tersebut
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diatas;

:Tuan ,CHA®DRA PURfLAMA, tersebut

diatas;

Kornisaris :Tuan HARTAETO/TiJHIES TJOHG THAY,

tersebut diatas; ■

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Koniisaris

tersebut telah diterima oleh raasing-masing yang

barsangkut-an. ^

Para penghadap sebagairaana disebut telah dikenal

oleh saySf Notaris. —

DEMIKIAN AKTA INI —-

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di

Yogyakarta, pada tahgaal tersebut dalara kepala
\

akta ini.p dengan dihadiri oleh : —

1, Byonya ^3AHYUNI R0SI-5ARIA HUTABARAT, Sarjana

Hukum, dilahirkan di Tarakan pada tanggal 10-

;06-1383 (Sepuluh Ouni Seribu Sembilan Ratus

' Delapan "Puluh -Tiga), Karyawati Notaris,

bert'empat tinggal di Oalan Banteng Utama

Nomor 64 B, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga

30, Desa Sinduharjo, Kecamatan Hgaglik,,

Kabupaten Sleman, Feraegang Horaor Induk

Kependudukan 3404126006830006, Warga Negara

Indonesia.

2, Byonya RETNO mJAYAHTI, Sarjana EJconomi^

dilahirkan di Gunungkldul pada tanggal 11-12-

1979 (Sebelas Deseraber Seribu Sembilan Ratus



Tujuh, Puluh Serabilan) ;■ Karyawati Notaris^

bertempat; tinggal di Mulyosari, Rukun

Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kslurahan
j

Baleharjo, Kecamatan Wondsari, Kabupaten

Gunungkidul, Pemegang Momor Induk

Kependudukan 3403015112790003, Warga Negara

Indonesia.

Yang saya, Hotaris, kenai; sebagai saksi-saksi

akta,

Seteiah akta ini saya, Notaris, bacskan kepada

para penghadap dan saksi-saksi akca, maka akta

ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-

saksi akta dan 3aya> Notaris.--^ :

Dibuat dengan tanpa perubahan.

--Diberikan sebagai salin^fpyang saraa bunyinya—

karta
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN

SEMARANG

DOKUMEN PEMILIHAN

PENGADAAN LANGSUNG

NOMOR: PL.102 / 53 / 5 / PIP.SMG-2022

Tanggal 16 Maret 2022

UNTUK

LAYANAN MANAJEMEN KESERJA INTERNAL, LAYANAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI, LAYANAN PEMANTAUAN DAN

EVALUASI, REVIEW AN EVALUASI TARIF BLU, BELANJA
PERJALANAN

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN

EVALUASI TARIF BLU

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JL. SINGOSARI2A SEMARANG

TELP. (024) 8311527

TAHUN ANGGARAN 2022



mm
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
^KAN

T  JALAN SINGOSARI 2A TELP. (62)024-8311527 FAX ; (62)024-8311529
SEMARANG (62) 024-8311528 Email : info@pip-semarang.ac.id

KODE POS 50242 Hnmft Paq« • www.oio-semarand.ac.kJ

Nomor ; PL.102 / 53 / 5 / PIP.SMG-2022 Semarang, 16 Maret 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur PT. VISI UTAMA INDONESIA

di Dharmawangsa Square City Walk Pulo, Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Perihal : Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU PIP Semarang T.A. 2022

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan
Barang/Jasa Lainnya sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan

Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU PIP
Semarang T.A. 2022
Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU PIP
Semarang T.A. 2022 meliputi fullboard meeting package,
Rp 82.620.000,- (Delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh
ribu rupiah)
DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

Nama paket pekerjaan

Lingkup pekerjaan

Nilai total HPS

Sumber pendanaan
2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat

TekponFax
Website

: Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang

: 0248311527/0248311529

: http://pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai
dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu

a. Pemasukan Dokumen Penawaran
Rabu s.d Kamis, 16 s.d 17

Maret 2022

09,00 s/d 13.00

WIB

b.

Pembukaan Dokumen Penawaran,
Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan

Negosiasi Harga
Kamis, 17 Maret 2022

09.00 WIB s/d

Selesai

c. Penandatanganan SPK Senin, 21 Maret 2022
09.00 WIB &/d

Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Kami sesuai
alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI. S Si. M.T

Pembina (IV/a)

NIP. 19760526 200502 2 001



BAB n. INSTRUKSIKEPADA PESERTA (IKP)

A.UMUM

1. Ungkup
Pekerjaan

I.l Peserta menyampaikan penawaran atas paket
Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umuin
Pengadan (RUP) sebagaimana tercantum dalam
LDP.

1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.

1.3

1.4

1.5

1.6

Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana
tercantum dalam LDP.

Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu
berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam
kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan
haiga sesuai kontrak.

Nama Satuan Kerja/Perangkat
sebagaimana tercantum dalam LDP.

Daerah

Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.

1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.

2. Sumber Dana

3. Perbuatan yang
Dilarang dan
Sanksi

1.8 Website Satuan

Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.9 Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum
dalam LDP.

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan
sebagaimana tercantum dalam LDP.

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini
berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan
tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan

dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi
keinginan penyedia yang bertentangan dengan
Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau
peraturan perundang-undangan;

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen
dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk
memenuhi persyaratan dalam Dokumen
Pengadaan Langsung ini.



4. Larangan
Pertentangan
Kepentingan

4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
perannya, menghindari dan mencegah
pertentangan kepentingan balk secara langsung
maupun tidak langsung.

4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud
pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai

Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat
Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat
Pengadaan baik langsung maupun tidak
langsung mengendalikan atau menjalankan
badan usaha Penyedia.

4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai
pimpinan dan/atau pengurus badan usaha
dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar
tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUAUHKASI

5. Persyaratan
Kualifikasi

Administrasi/

Legalitas
Peserta

6.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha,
persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas
meliputi:
a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum

dalam LDP;
Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana
tercantum dalam LDP;
Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
Memiliki NPWP dan telah memenuhi

kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir
(SPTtahunan);
Mempunyai atau menguasai tempat
usaha/kantor dengan alamat yang benar,
tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk
mengikatkan diri pada Kontrak yang
dibuktikan dengan:
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau

perubahannya;
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
3) Kartu Tanda Penduduk.

Pakta Integritas;
Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta
yang berisi:
1) yang bersangkutan dan manajemennya

tidak dalam pengawasan pengadilan,

b.

c.

d.

e.

f.

g.
h.



tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak
sedang dihentikan;

2) yang bersangkutan berikut pengurus
badan usaha tidak sedang dikenakan
sanksi daftar hitam;

3) yang bertindak untuk dan atas nama
badan usaha tidak sedang dalam
menjalani sanksi pidana; dan

4) pimpinan dan pengurus badan usaha
bukan sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
atau pimpinan dan pengurus badan usaha
sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
yang sedang mengambil cuti diluar
tanggungan Negara.

6.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi
administrasi/Iegalitas meliputi:
a. memiliki identitas kewaiganegaraan Indonesia

seperti Kartu Tanda Penduduk
(KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili
Tinggal;

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
dan telah memenuhi kewajiban perpajakan
tahun terakhir;

c. menandatangani Pakta Integritas; dan
d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:

1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan

pertentangankepentingan pihak yang
terkait;

3) tidak dalam pengawasan pengadilan
dan/atau sedang menjalani sanksi
pidana; dan

4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara,
kecuali yang bersangkutan mengambil
cuti di luar tanggungan Negara.

6. Persyaratan Persyaratan kualifikasi teknis meliputi:
Kualifikasi a. Memiliki pengalaman;
Teknis Peserta 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama

paling kurang
1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta, termasuk pengalaman
subkontrak; dan

2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam
kelompok/grup yang sama paling kurang 1
(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga)
tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta, termasuk pengalaman
subkontrak.



b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber
daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan
dalam proses penyediaan termasuk layanan purna
jual (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Isi Dokumen

Pengadaan
langsung

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari:
a. Undangan Pengadaan Langsung;
b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;
e. Bemuk Dokumen Penawaran:

f. Pakta Integritas;
g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

8. Dokumen

Penawaran dan

Kualifikasi

8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran

Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Haiga,
Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi,
sebanyak I (satu) rangkap dokumen asli.

8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
a. Surat Penawaran, yang didalamnya

mencantumkan:

1) tanggal;
2) masa berlaku penawaran sebagaimana

tercantum dalam LDP;
3) harga penawaran (dalam angka dan

humf); dan
4) tanda tangan oleh :

a) direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi;

b) penerima kuasa dari direktur
utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang
nama penerima kuasanya tercantum
dalam akta pendirian/anggaran dasar;

c) pihak lain yang bukan direktur
utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang
namanya tidak tercantum dalam akta
pendirian/anggaran dasar, sepanjang
pihak lain tersebut adalah
pengurus/karyawan
perusahaan/karyawan koperasi yang
berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan
mendapat kuasa atau pendelegasian
wewenang yang sah dari direktur



utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi
berdasarkan akta pendirian/anggaran
dasar; atau

d) kepala cabang perusahaan yang
diangkat oleh kantor pusat.

b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi kepada
penerima kuasa (apabila dikuasakan).

8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan

berdasarkan contoh, brosur dan gambar-
gambar;

b. standar produk yang digunakan;
c. garansi;
d. asuransi (apabila dipersyaratkan);
e. sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila

dipersyaratkan);
f. layanan purnajual;
g. tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);
h. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang

sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
i. identitas (jenis, tipe dan merek).

8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas

dan Harga);
b. Jumlah total harga penawaran;
c. Biaya overhead dan keuntungan serta semua

pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
sah serta biaya asuransi (apabila dipeiiukan)
yang harus dibayar oleh penyedia untuk
pelaksanaan pengadaan barang ini
diperhitungkan dalam total harga penawaran.

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas
dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap
dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana
tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. FENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9. Penyampaian Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran
Dokumen kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan
Penawaran Pengadaan Langsung

P. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

10. Pembukaan 8.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan
Penawaran dokumen penawaran sesuai jadwal dalam

Undangan Pengadaan Langsung.



8.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan
Dokumen Penawaran, yang meliputi:
a. Surat penawaran
b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
c. Dokumen penawaran teknis;
d. Dokumen penawaran harga;
e. Pakta Integritas; dan
f. Formulir Isian Kualifikasi.

11. Evaluasidan 11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran
Negosiasi yang meliputi:
Penawaran a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;

b. evaluasi teknis; dan
c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:

a. Penawaran dinyatakan memenuhi per^aratan
administrasi, apabila surat penawaran memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana

klausul 8.2 huruf a butir 4);
b) mencantumkan penawaran harga;
c) jangka waktu berlakunya surat penawaran

tidak kurang dari waktu sebagaimana
tercantum dalam LDP; dan

d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang
ditawarkan tidak melebihi jangka waktu
sebagaimana tercantum dalam LDP.

b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan
administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan
Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang
Pelaku Usaha lain.

c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem

gugur;

2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta
Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi sesuai
dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5
dan 6.

3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan
kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan
Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang
Pelaku Usaha Iain.

11.3 Evaluasi Teknis :

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang
memenuhi persyaratan administrasi dan
kualifikasi;

b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai
dengan yang ditetapkan sebagaimana yang
tercantum di spesifikasi;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan



sistem gugur {pass and fail)-,
d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis

minimal yang harus dipenuhi sebagaimana
tercantum di spesifikasi;

e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan
terhadap Dokumen Penawaran Teknis
sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.

f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis,
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan
Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha
lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga :
a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan

negosiasi teknis dan haiga.
b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta

membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan

Negosiasi.
c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai

kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatalin
Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan
Pengadaan Langsung ulang mengundang
Pelaku Usaha lain.

12. Pembuatan

Berita Acara

Hasil
Pengadaan
Langsung

12.1

12.2

Pejabat Pengadaan membuat
Pengadaan Langsung.

Berita Acara Hasil

Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus
memuat hal-hal sebagai berikut:
a. tanggal dibuatnya Berita Acara
b. Nama dan alamat peserta;
c. harga penawaran dan haiga hasil negosiasi;
d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
e. keterangan-keterangan lain yang dianggap

perlu (apabila ada)
G. PENERBITAN SPFBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

IS.Penerbitan

SPFBJ
12.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil

Pengadaan Langsung kepada PPK dengan
melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan
Langsung.

12.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review
atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk
memastikan:

a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah
dilaksanakan sesuai prosedur; dan

b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan
untuk melaksanakan Kontrak.

12.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan
Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.

12.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia



dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.

12.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan
Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan
kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan
dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan
melakukan pembahasan bersama terkait
perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan
Langsung.

12.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka
pengambilan keputusan atas hasil pemilihan
diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6
(enam) hari keija setelah tidak tercapai
kesepakatan.

14.Penandatangan 13.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK
-an SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional,

angka dan huruf seita membubuhkan paraf pada
setiap lembar SPK.

13.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan,
yaitu:
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri

dari:

1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi
meterai pada bagian yang ditandatangani
oleh penyedia barang; dan

2) SPK asli kedua untuk penyedia barang
dibubuhi meterai pada bagian yang
ditandatangani oleh PPK;

b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai,
apabila diperlukan.

13.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas
nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud
pada klausul 8.2 huruf a butir 4).



BAB III. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

Bagian IKP No.

IKP

Isian Ketentuan

1. LINGKUP

PEKERJAAN

1.1 Kode RUP; 29507394

1.2 Nama paket pengadaan;
Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif
BLU PIP Semarang T.A. 2022

1.3 Uraian singkat paket pengadaan: Pengadaan
Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif
BLU PIP Semarang T.A. 2022.

1.4 Jenis Kontrak yang digunakan:
Harga satuan

1.6 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah:
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

1.7 Nama Pejabat Pengadaan:
Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang

1.8 Alamat Pejabat Pengadaan:
Jl. Singosari 2A Semarang

1.9 Website Satuan Keija/Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah:
httDs://DiD-semaranu.ac.id

1.10 Website Aplikasi SPSE:
iDse.denhub.uo id

2. SUMBERDANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

3. PERSYARATAN

KlIALIFIKASI

PESERTA

3.1 Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan
atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang
dipersyaratkan, yaitu ; Tanda Daftar Perusahaan
(TOP) Persekutuan Komanditer dengan jenis usaha
pokok perhotelan yang masih berlaku dengan
menyampaikan rekaman.

3.2 Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan (SPT Tahunan) tahun 2019/2021

3.3 Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta
perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);



3.4 Surat Pemyataan Pakta Integritas.

4. DOKUMEN

PENAWARAN

DAN

KUALIFIKASI

4.1 Masa berlaku surat penawaran:

30 (tiga puluh) hari kalender

4.2 Jangka waktu pelaksanaan pekeijaan:

8 (Delapan) hari kalender



BAB IV. SPESIFIKASITEKNIS DAN GAMBAR

No. Uraian Jumlah Waktu

1. Fullboard Residential single 3 Pax 3 Malam

2. Fullboard Residential Twin 24 Pax 3 Malam

3. Fullboard Residential Single 1 Pax 2 Malam
4. Fullboard Residential Twin 6 Pax 2 Malam

5. Fullday Meeting 18 Pax 2 Malam



BAB V. DAFTAR KUANTITAS DAN HAlRGA

No. Uraian Jumlah Waktu Harga Satuan Jumlah

1. Fullboard Residential single 3 Pax 3 Malam 900.000 8.100.000

2. Fullboard Residential Twin 24 Pax 3 Mai am 735.000 52.920.000

3. Fullboard Residential Single 1 Pax 2 Malam 900.000 1.800.000

4. Fullboard Residential Twin 6 Pax 2 Malam 735.000 8.820.000

5. Fullday Meeting 18 Pax 2 Malam 305.000 10.980.000

JUMLAH 82.620.000



BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]

Nomor : ftempatj, ftanssall fbulanj ftahunl
Lampiran

Kepada Yth.;
Pejabat Pengadaan pada [Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah]

di

Perihal Penawaran Pengadaan [diisi nama
pekerjaan]

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor:
tanggal , dengan ini kami mengajukan penawaran untuk
pengadaan [diisi nama pekeijaan] sebesar
Rp ( ).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum
dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di
atas.

Kami akan melaksanakan pekeijaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan
pekeijaan selama ( ) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ( ) hari kalender sejak
tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap
dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup
dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen
Pengadaan Langsung.

Penyedia,
[PT/CV/Firma/KoperasiyPerorangan]

Nama Lengkap



B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No. Uraian

Pekeijaan
Spesifikasi
Teknis dan/atau

Gambar

Satuan Volume Identltas

yang

ditawarkan

1. [Diisi uraian
jenis
PekerfaanJ

[diisi
satuan unit

Peker/'aanf

[diisi volume
unit

PekerjaanJ

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga dtisi sesuai dengan item pekeijaan yang tercantum dalam
spesifikasi.

No Uraian Pekerjaan Satuan Volume Jumlah Har^a

Jumlah (Sebe um PPN)
PPN (10%)

Jumlah total setelah PPN



BAB VII. PAKTAINTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama [nama wakil sah badan usaha]

No. Identitas : [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]

Jabatan :

Bertindak imtuk : PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai
dan atas nama dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan Pengadaan Paket Meeting Workshop Review Pelaksanaan
Anggaran Dan Pelaporan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan ini
menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. akan melaporkan kepada APIP Politeknik Ilmu Pelayaran (PP) Semarang,
dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses
pengadaan ini;

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional
untuk memberikan hasil keija terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,
bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam
Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

[tempat], __[tanggal] [bulan] 20 ftahunj

[Nama Penyedia]

[tanda tangan]y

[nama lengkap]



FORMULm iSIAN KUALIFIKASI

FORMULm ISIAN KUALIFIKASI UNTUKPESERTA BERBENTUK BADAN

USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama hadan usaha]

No. Identitas : [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : [diisi sesuaijabatandalamaktanotaris]

Bertindak : [diisi nama badan usaha]
untuk

dan atas nama

Alamat :

Telepon/Fax :

Email :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama
perusahaan/koperasiberdasarkan [akta pendirian/anggaran
dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta
pendirian/anggaran dasar/surat kuasa]\

2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/^og/
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar
tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditulis sebagai
berikut : "Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah "];

3. sayatidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan
para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses
pengadaan ini;

5. badan usahayang saya wakilitidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam,
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya
tidak sedang dihentikan;

6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:



A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha

2. Status Badan Usaha Pusat I I Cabang

^ • Alamat Kantor Pusat

No. Telepon

No. Fax

E-Mail

4- Alamat Kantor Cabang

No. Telepon

No. Fax

E-Mail

5.
Bukti kepemilikan/penguasaan tempat
usaha/kantor

B. Landasan Hukum Fendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi

a. Nomor

b. Tanggal

c. Nama Notaris

d. Nomor Pengesahan/pendaftaran

[contoh: nomor pengesahan Kementerian
Hnkum dan HAMuntnk yang berbentuk
PTJ

2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian

Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi

a. Nomor

b. Tanggal

c. Nama Notaris

[contoh: persetujuan/bukti laporan dan
Kementerian Hukum dan HAM untuk

yang berbentuk PT]

C. Pengurus Badan Usaha

No. Nama nomor Kartu Tanda

Penduduk (KTP)/
Paspor/Surat

Keterangan Domisili
Tinggal

Jabatan dalam Badan Usaha



2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No. Nama nomor Kartu Tanda

Penduduk (KTP)/
Paspor/Surat

Keterangan Domisili
Tinggal

Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaba dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Surat Izin Usaha

Masa berlaku izin usaha

Instansi pemberi izin usaha

Kualiflkasi Usaha

Klasifikasi Usaha

No. TDP

No _Tanggal

£. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1. Surat Izin No Tanggal

2. Masa berlaku izin

3. Instansi pemberi izin

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemllikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No. Nama

nomor Kartu Tanda

Penduduk (KTP)/
Paspor/Surat

Keterangan Domisili
Tinggal

Alamat

Persentase

2. Pajak

a. NomorPokokWajlb Pajak

b. Bukti laporan Pajak Tahun
terakhir (SPT tahunan) No. janggal



G. DataPersonalia(TeDaga ahli/teknis/terampilbadan usaha) [apabila diperlukan]

No Nama
Tgl/bln/thn

lahir

Tingkat
Pendidikan

Jabatan

dalam

pekerjaan

Fengalaman
Kerja
(tahun)

Profesi/

keahiian

Tahun

Sertifikat/

Ijazah

1 2 3 4 5 6 7 8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan/a/^ad/Za diperlukan]

No.

Jenis

Fasilitas/Pera

latan/

Perlengkapan

Juralah

Kapasitas
atau output

pada saat ini

Merk

dan

tipe

Tahun

pembuatan
Kondisi

(%)
Lokasi

Sekarang

Bukti

Status

Kepemilik
an

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Data Fengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No.

Nama

Paket

Pekeijaan
kelompok
(grup)

Ringkasan
Lingkup
Pekeijaan

Lokasi

Pemberi Pekerjaan

Kontrak Status

Penyedia
dalam

pelaksan
aan

Pekerjaa
n

Tanggai Selesai
Pekeijaan

Berdasarkan

Nama
Alamat/

Telepon

No/

Tan

ggal

Nilai
Kontra

k

BA Serah

Terima

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1

2

dst

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.

Nama

Paket

Pekeijaan

Ringl^san
Lingkup
Pekeijaan

Lokas

i

Pemberi Pekeijaan

Status

Penyedia
dalam

pelaksanaan
Pekerjaan

Kontrak Progres Terakhir

Nama
Alamat/

Telepon
No/

Tanggai
Nilai

Kontrak

(Rencana)
(%)

Prestasi

Kerja
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenamya dan penuh
rasa tanggung jawab. Jika dikeinudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang
saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang
saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksiadministratif, Sanksi Daftar



Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], __[tanggal] [hulan] [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meteraiRp 6.000,-
ianda tangan]
(nama lenskap wakil sah badan usahd)
[jabatan dalam badan usaha]



BABVm

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop swat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA:

NOMOR DAN TANGGAL SPK

Nama PPK:

Nama Penyedia:

PAKET PENGADAAN

NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN

LANGSUNG:

TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN

LANGSUNG:

NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN

LANGSUNG:

TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN

LANGSUNG:

SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIP A/DP A
Tahun Anggaran untuk mata anggaran kegiatan

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp_
(  rupiah).

Jenis Kontrak

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:.
kalender

J hari

Untuk dan atas nama

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan dan cap (jika salinan
asli ini untuk Penyedia maka rekatkan

meterai Rp 6.000,-)]

[nama lemkanl

fjabatanl

Untuk dan atas nama Penyedia

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untukproyek/satuan kerja Pejabat Pembuat
Komitmen maka rekatkan meterai Rp

6.000,-)]

[nama lenskap]
[jabatan]



SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LEVGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekegaan dalam
jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga
yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum
Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

a Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya
overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga.

4. HAKKEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK.
Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara
optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum
yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK
tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK
pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua
peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat
diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian
yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekeijaan penyedia dan memberitahukan secara
tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat
memerintahkan penyedia untuk menguji pekeijaan yang dianggap oleh PPK
mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama
masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK.
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekeijaan. Pengalihan seluruh pekeijaan hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat
lainnya.



8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau
pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Keija.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai keija yang tercantum
dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal karena

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian
tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali
pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat
Perintah Mulai Kerjasampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi teijadinya

kecelakaan, pelaksanaan pekeijaan, serta pekeija untuk pelaksanaan
pekeijaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan,
serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat keijanya; dan
b. Besamya asuransi sudah diperhitxmgkan dalam penawaran dan termasuk dalam

harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung
tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung
jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum,
proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta
instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari
hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai keija sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personel;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak lain.
b. Terhitung sejak tanggal mulai keija sampai dengan tanggal penandatanganan

berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil
pekeijaan inimerupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi
kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekeijaan sejak tanggal mulai kerja
sampaibatas akhir garansi,harus diperbaiki,diganti atau dilengkapi oleh
penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut
teijadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan



pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.PPK dapat memerintahkan kepada
pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekeijaan memerintahkan penyedia untuk melakukan
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan
Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia
berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan
adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa
Kompensasi.

13, LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekeijaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap
kemajuan pekeijaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekeijaan dituangkan dalam laporan kemajuan
hasil pekeijaan.

b. Untuk merekam pelaksanaan pekeijaan, PPK dapat menugaskan Pengawas
Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan
pekerjaan di lokasi pekeijaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekeijaan pada tanggal mulai keija, dan melaksanakan pekeijaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekegaan selambat-
lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah
Mulai Keija.

b. Jika pekeijaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena
kesalahan atau kelalaian penyediamaka penyedia dikenakan sanksi berupa
denda keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK
memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan.

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekeijaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekeijaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekeijaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekeijaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekeijaan dapat dibantu oleh
pengawas pekeijaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekeijaan,
penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

e. PPK menerima hasil pekeijaan setelah selimih hasil pekeijaan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan SPK.

F. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan



penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)
berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang
tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian
Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara keija.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera

setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
d Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk

memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu
sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat
cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam
Sertifikat Garansi,PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan
PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya
perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara
tertulis oleh PPK.

f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat
mutu dikenakan Sanksi Daflar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak,
meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teloiis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubahjadwal pelaksanaan pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantuPejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai
berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekeijaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekeijaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat

diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;



8) ketentuan lain dalam SPK.
b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau

keterlambatan penyelesaian pekeijaan maka PPK berkewajiban untuk
membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitimgan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat
dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan hanya dapat diberikan jika
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlimya tambahan waktu akibat
Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekeijaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini
dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika tegadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekeijaan akan
melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta
perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekeijaan memperpanjang tanggal
penyelesaian pekeijaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus
dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIANDANPEMUTUSANSPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai

dengan prestasi pekeijaan yang telah dicapai, termasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekegaan ini.

Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK,
dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan
apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan
benar oleh instansi yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekeijaan;
5) penyedia menghentikan pekeijaan dan penghentian ini ti^k tercantum

dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;



7) Penyedia gagal memperbaiki kineqa setelah mendapat Surat Peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali;

8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan oleh PPK;

9) PPK memerintahkan penyedia untuk menimda pelaksanaan atau kelanjutan
pekeijaan, dan perint^ tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran
tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum
dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka

dicairkan (apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan
prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan
perundang-imdangan.

21. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekeijaan yang disepakati dilakukan oleh PPK,
dengan ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil

pekeijaan;
2) pembayaran dilakukan dengan fsistem bulanan/sistem termin/pembayaran

secara sekaligus]\
3) pembayaran hams dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekeijaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terimaditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari keija setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan
pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-
hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

a. Jika pekeijaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan
pekeijaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil)
dari [nilai SPK atau dari nilai bagian SPK] (tidak termasuk PPN) untuk setiap
hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan
penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
penyedia.



23. PENYELESAIAN PERSELISmAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-simgguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK
ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekeijaan. Jika
perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan
diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan
Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau
akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun
tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



BAB IX

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[hop surat K/UPD]

Nomor:

20

Lampiran:

Kepada Yth.

di

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekeqaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket
Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor
tanggal tentang dengan basil negosiasi harga sebesar
Rp ( ) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini
Saudara dihaniskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima
penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara,
akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Keija

Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

fnama lenskapl

[jabatan]

NP:

Tembusan Yth.:

1 . [PA/KPA K/UPD]
2. [APIP K/UPD]
3 . [Pejabat Pengadaan]

dst



B. BENTUKSURATPERINTAHMULAIKERJA

[kop surat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor:

Paket Pekeijaan:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Jnama Pejabat Penandatangan Kontrak]
Jjabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]
Jalarnat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor tanggal , bersama
ini memerintahkan:

[nama Penyedia Jasa Lainnya]
Jalamat Penyedia Jasa Lainnya]

yang dalam hal ini diwakili oleh:

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekeijaan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:

1. Paketnengadaan: ;

2. Tanggal mulai keria:

3. Svarat-svarat nekeriaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian: selama ( ) hari kalender dan pekeijaan
hams sudah selesai pada tanggal

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian
pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000
(satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK(tidak termasuk PPN)
sesuai ketentuan dalam SPK.



[tempat], _[tanggal] [bulan] ftahunj

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

fnama lenskapl
[jabatan]
NIP:

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama [nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkaoJ
[jabatan]



BABX

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Paket
Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU PIP Semarang T. A. 2022.

2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada
Anggaran Belanja pada DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022
Nomor : SPDIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.

3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
berakhimya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Maret 2022
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI. S. Si.. M.T.

Pembina (FV/a)
NIP. 19760526 200502 2 001



PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN EVALUASI TARIF BLU

POLITEKNIK ILMII PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

NO KEGIATAN 16-Mar-22 17-Mar-22 I8-Mar-22 i9-Mar-22 20~Mar-22 21-Mar-22

1 Dokumen Pengadaan Langsung

2 Undangan kepada Peserta Terpilih

3 Pemasukan Dokumen Penawaran 9
4 Pcmbukaan Dokumen Penawaran - î
5 Evaluasi Penawaran 1
6 Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga 1
7 Pcmbuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

8 Rapat Pra Pcnunjukan

9 Penandatanganan Kontrak / SPK

10 SPMK

KETERANGAN

HARI KERJA

PROSES PELELANGAN

HARJ LIBUR

SEMARANG, 16 Maret 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

WAHVU PRASETYA ANGGRAHINl. S. SL. M.T.

Pembina (IV/a)

NIP. 19760526 200502 2 001



PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN EVALUASITARIF BLU

POLITEKNIKILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

No KEGIATAN

AGENDA SURAT

NOMOR TANGGAL

1 Dokumen Pengadaan Langsung PL.102 / 53 / 5 / PIP.SMG-2022 16-Mar-2022

2 Undangan kepada.Peserta Terpilih dilampiri PL102 / 53 / 6 / PIP.SMG-2022 16-Mar-2022

3 Pemasukan Dokumen Penawaran -
17-18 Maret 2022

4 Pembukaan Dokumen Penawaran PL102/ 54 / 3 / PIP.SMG-2022 17-Mar-2022

5 Evaluasi Penawaran PL.102 / 54 / 4 / PIP.SMG-2022 17-Mar-2022

6 Klarifikast Teknis dan Negosiasi Harga 17-Mar-2022

7 Pembuatan Benta Acara Hasil Pengadaan Langsung PL.102 / 55 / 7 / PIP.SMG-2022 18-Mar-2022

BA PRA SPPBJ (PRE AWARD MEETING) PL.102 / 55 / 8 / PIP.SMG-2022 18-Mar-2022

SPPBJ PL.102 / 55 /15 / PIP.SMG-2022 18-Mar-2022

8 Penandatanganan Kontrak / SPK PL.102 / 56 / 13 / PIP.SMG-2022 21-Mar-2022

SPMK PL.102 / 56 /14 / PIP.SMG-2022 21-Mar-2022

9 Berita Acara Pemeriksaan ICQ % ( 8 hari kalender) PL.102 / 61 /1 / PIP.SMG-2022 28-Mar-2022

11 Berita Acara SerahTerima 100 % ( 8 hari kalender) PL.102 / 61 / 2 / PIP.SMG-2022 28-Mar-2022

12 Berita Acara Eval. Pekerjaan ( 8 hari kalender) PL.102 / 61 / 3 / PIP.SMG-2022 28-Mar-2022

SEMARANG, 16 Marct 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINT. S. Si.. M.T.

Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



tSSk
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM !^KAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG «

@1
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62)024-8311529
Email : infc^pip-semarang.ac.ld
Home Page: www.oiD-semaranQ .ac. id

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN EVALUASI TARIF BLIJ

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

TAHUN 2022

No. Uraian Jumlah Waktu
Harga
Satuan

Jumlah

1.
Fullboard Residential

single
3 Pax 3 Malam 900.000 8.100.000

2.
Fullboard Residential

Twin
24 Pax 3 Malam 735.000 52.920.000

3.
Fullboard Residential

Single
1 Pax 2 Malam 900.000 1.800.000

4.
Fullboard Residential

Twin
6 Pax 2 Malam 735.000 8.820.000

5.
Fullday Meeting

18 Pax 2 Malam 305.000 10.980.000

JUMLAH 82.620.000

Semarang, 16 Maret 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

MARKHABANSAITA HADL ST

Penata Muda (Ill/a)

NIP. 19840327 201012 1 003



KERANGKA ACUAN KERJA

BELAN JA PERJALANAN

PA/KPA

UNIT KERJA

PPK

CAPT. DIAN WAHDIANA, M.M

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

MARKHABAN SAPTA HADl, ST

PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN EVALUASIXARIF BLU

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2022



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN PAKET MEETB^G REVIEW DAN EVALUASITARIF BLU

POLITEKNIKILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

1. DasarHukum

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4849);

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5336);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di

Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan

Politeknik Umu Pelayaran Semarang pada Departeman Perhubungan Sebagai

Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum;



i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi

dan Tata Keija Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang

Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;

m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi

dan Tata Keija Kementerian Perhubungan;

n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK

656/DL-002AT/DIKXAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan

Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09

tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;

0. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;

p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.Ol/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor

PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan

Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.



2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi tenvujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya

saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi

yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah:

a. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk

mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;

b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan

pelayanan jasa transportasi;

c. Meningkatkan kineija pelayanan jasa transportasi;

d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;

e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang

peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara

konsisten;

f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah

lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;

g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector

transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

(BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi

Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang - undang di bidang

transportasi antara lain:

a. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

b. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

c. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

d. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang - undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan

bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan

dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional,

kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi

standar nasional dan intemasional.



Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang

prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal

serta berorientasi Zero Accident.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan

SDM Perhubungan adalah sebagai berikut;

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar

nasional dan intemasional;

b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia

keija melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;

c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan

transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi

Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM

transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan intemasional dan

mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien,

akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah

diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita

dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

" Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan

Benvawasan GlobaP. Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang

dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-

langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun

intemasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri,

berwibawa dan benvawasan global.

b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran

melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan

meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.

d) Menjalin keijasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni

demi terwujudnya jejaring kineija berkelanjutan



Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan

pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah

Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP semarang

mempunya tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran

dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan

tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu

pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu

pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi

dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program

pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat

keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan

kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian

pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDSD, dlL

3. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima,

profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang

sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan

pelaut Nasional dan Intemasional, maka PIP Semarang berupaya mengoptimalkan

dukungan layanan pada jasa yang diselenggarakannya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah

Meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun

intemasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri,

berwibawa dan berwawasan global.

n. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU Politeknik Ilmu

Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah sebagai pedoman untuk Pengadaan

Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU serta imtuk memenuhi wujud nyata



Misi dari PIP Semarang sebagai proses peningkatkan pelayanan pendidikan dan

pelatihan berstandar nasional maupun intemasiona! kepada para peserta didik.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah agar terlaksananya

kegiatan tersebut.

III. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para Civitas Akademika

di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang .

IV. ORGANISASl PENGADAAN

a. Kementerian

b. Satker

c. KPA

d. PPK

Kementerian Pehubungan

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Capt DIAN WAHDIANA, MM

MARKHABAN SAPTA HADI, ST

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAVAAN

a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

SEMARANG untuk membiayai Belanja Perjalanan Pengadaan Paket Meeting Review

dan Evaluasi Tarif BLU Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022

sebesar Rp 82.620.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu

Rupiah).

b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pengadaan Paket Meeting Review

dan Evaluasi Tarif BLU Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 Rp.

Rp 82.620.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

VL JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekeijaan ini adalah selama 8 (Delapan) Hari kalender



m SPESIFIKASITEKNIS

No Harl Tipe Room/Meeting

Jumlah

Pax

Jumlah

Malam

1 21-24 Maret 2022 Fullboard Residential single 3 3

2 21-24 Maret 2022 Fullboard Residential Twin 24 3

3 21-23 Maret 2022 Fullboard residential single 1 2

4 21-23 Maret 2022 Fullboard Residential Twin 6 2

5 21-23 Maret 2022 Fullday Meeting 18 2

52 Jumlah

VnL KUALIFIKASIPERUSAHAAN

1. Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan atau surat izin lain sesuai bidang

sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan

Komanditer dengan jenis usaha pokok perhotelan yang masih berlaku dengan

menyampaikan rekaman.;

2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT

Tahunan) Tahun 2020/2022 beserta lampirannya;

3. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekeijaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu

4(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk

pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi

Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

4. Memiliki pengalaman pada bidang pekeijaan sejenis baik instansi swasta ataupun

pemerintah kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru

berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

5. Secara hukum mempimyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan

dengan:

a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan

d. Kartu Tanda Penduduk.



6. Pemyataan Pakta Integritas yang berisi:

a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui teijadinya praktik Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.

c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk

memberikan basil kega terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia

dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata

dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pemyataan:

a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak

pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar

hitam;

c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi

pidana;

d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha

sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil

cuti diluar tanggungan Negara;

e. Pemyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen

Pemilihan;

f. Pemyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang

disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang

disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan

perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan

bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantiunan dalam daftar hitam,

gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.



IX. PENUTUP

Kerangka acuan keija ini dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan penyusunan

Proposal Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis serta Penawaran Biaya / nilai

pekeijaan kepada pemberi tugas.

Semarang, 14 Maret 2022

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

MARKHABAN SAjPTA HADI, ST

Penata Muda (Ill/a)

NIP. 19840327 201012 1 003
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